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Pengantar 

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat (P2Humas) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi 

dan misi Direktorat P2Humas pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN ini 

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020. 

Direktorat P2Humas merupakan organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal 

Pajak yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standar teknis di 

bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 124 Tahun 2024. 

Pada tahun 2024, Direktorat P2Humas telah melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan yang mengacu pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, yang 

diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja Direktur P2Humas Tahun 2024 dengan 14 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN ini, akan disajikan perbandingan antara 

realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja tahun 2024. Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan seluruh pemangku 

kepentingan memperoleh gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan 

tugas dan fungsi Direktorat P2Humas dalam mendukung tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat, 

  

 

Ditandatangani secara elektronik 

Dwi Astuti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana terakhir diubah 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024. Direktorat 

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) terdiri atas: 

a) Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan; 

b) Subdirektorat Pelayanan Perpajakan; 

c) Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan; 

d) Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan; 

e) Subbagian Tata Usaha; dan 

f) kelompok jabatan fungsional. 

Bagan struktur organisasi Direktorat P2Humas tersebut disajikan dalam dalam 

Gambar 1.1 sebagai berikut:  

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat P2Humas 

Sumber: Aplikasi SIKKA 
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B. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bahwa tugas 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat adalah 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, dan 

hubungan masyarakat; 

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, dan 

hubungan masyarakat; 

c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang 

penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat; 

d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, 

pelayanan, dan hubungan masyarakat; dan 

e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 

 

C. Sumber Daya Aparatur 

Berdasarkan data pada Aplikasi SIKKA tanggal 14 Januari 2025, jumlah 

pegawai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejumlah 

141 pegawai dengan komposisi sebagai berikut: 

a) Berdasarkan Jabatan: 

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Jabatan Jumlah Pegawai 

Eselon II 1 

Eselon III 4 

Eselon IV 16 

Fungsional Penyuluh Pajak 15 

Pelaksana 105 

Total 141 

Sumber: Aplikasi SIKKA 
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b) Berdasarkan Pendidikan Terakhir: 

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenis Pendidikan Jumlah Pegawai 

S3 3 

S2 55 

S1/D IV 36 

D III 20 

D I 26 

SMA 1 

Total 141 

Sumber: Aplikasi SIKKA 

 

c) Berdasarkan Gender: 

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender 

Gender Jumlah Pegawai 

Pria 82 

Wanita 59 

Total 141 

Sumber: Aplikasi SIKKA 

 

d) Berdasarkan Tahun Kelahiran (Generasi) 

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tahun Kelahiran (Generasi X,Y,Z) 

Gender Gen X Gen Y Gen Z 

Pria 22 43 17 

Wanita 7 35 17 

Total 29 78 34 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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D. Aspek Strategis Organisasi 

Sasaran strategis Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat difokuskan untuk menghimpun penerimaan negara melalui pelayanan 

administrasi perpajakan, edukasi, kerjasama dan kemitraan, serta kehumasan 

yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan. Terdapat 9 (sembilan) sasaran 

strategis yang terbagi dalam 4 perspective dan ditetapkan dalam peta strategi 

Direktorat P2Humas tahun 2024, yaitu: 

Stakeholder Perspective: 

a) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; 

b) Pelayanan publik yang prima; 

Customer Perspective: 

c) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; 

Internal Process Perspective: 

d) Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif; 

e) Pelayanan perpajakan yang optimal; 

f) Kerja sama yang efektif; 

g) Pengendalian internal yang efektif; 

Learning & Growth Perspective: 

h) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan 

i) Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

 

E. Masalah dan Tantangan Organisasi 

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi sejumlah tantangan 

konkret dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Salah satu tantangan utama 

adalah upaya mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp2.307,9 triliun yang 

ditetapkan dalam APBN 2024. Pencapaian target ini membutuhkan kerja keras 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan pelayanan yang 

intensif.  

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan peluncuran 

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang dikenal sebagai "CoreTax 

DJP", yang direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025. Persiapan 

implementasi CoreTax DJP mencakup berbagai kegiatan, antara lain internalisasi 

sistem kepada pegawai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat (P2Humas), pegawai unit vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor 
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Pelayanan Pajak), pengelolaan keuangan untuk mendukung sosialisasi dan 

edukasi terkait CoreTax DJP, serta kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak. 

Sosialisasi sistem baru ini merupakan tantangan yang signifikan guna memastikan 

proses transisi yang lancar dan efektif bagi seluruh pihak terkait, khususnya Wajib 

Pajak. 

Tantangan lain adalah peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, di 

mana hingga April 2024, tingkat kepatuhan baru mencapai 73,61%, dengan 14,1 

juta SPT dilaporkan dari target rasio kepatuhan 83,2%. Selain itu, Indonesia juga 

menerapkan kebijakan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan 

multinasional dengan pendapatan global lebih dari 750 juta euro, yang berlaku 

mulai 2025. Kebijakan ini memerlukan sosialisasi yang efektif untuk mencegah 

kesalahpahaman dan memastikan kepatuhan. 

Isu lain yang menjadi perhatian adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan diterapkan hanya pada barang dan 

jasa mewah mulai 2025. Keputusan ini perlu dikomunikasikan secara jelas untuk 

menghindari kebingungan di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, 

Direktorat P2Humas harus meningkatkan strategi komunikasi, edukasi, dan 

pelayanan, serta memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia 

untuk mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang baru. 

 

F. Sistematika Pelaporan 

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta masalah dan tantangan yang sedang dihadapi 

organisasi. 

 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai sasaran strategis, 

rencana kerja, dan perjanjian kinerja. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 
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Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

c. Capaian Kinerja Lainnya 

Pada Sub Bab ini diuraikan penghargaan, benchmarking, achievement 

(inovasi layanan), dan kinerja lainnya yang dilakukan Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024. 

 

Bab IV Penutup 

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja Direktorat 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selama Tahun 2024. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

1. Visi 

Visi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tahun 

2020-2024 adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Pelayanan Administrasi Perpajakan, 

Edukasi, Kerja Sama dan Kemitraan serta Kehumasan yang Efisien, Efektif, 

Berintegritas dan Berkeadilan. Visi ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal 

Pajak yaitu ñMenjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 

Penerimaan Negara yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.ò  

Dalam mendukung pencapaian penerimaan negara yang optimal, Direktorat 

P2Humas telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang pelayanan 

administrasi perpajakan, edukasi,  kerja sama dan kemitraan serta kehumasan. 

Direktorat P2Humas menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh 

para pemangku kepentingan.  

Sejalan dengan itu, Direktorat P2Humas senantiasa berusaha untuk 

memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal dalam mewujudkan layanan administrasi perpajakan dan edukasi 

perpajakan berbasis teknologi yang efektif dan efisien. Kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat yang tinggi menjadi komitmen Direktorat P2Humas 

dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan yang berintegritas dan 

berkeadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku 

 

2. Misi 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, misi 

Direktorat Jenderal Pajak adalah: 

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia; 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan  
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3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, 

profesional, dan bermotivasi. 

Untuk mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Direktorat 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menetapkan misi Direktorat 

P2Humas sebagaimana dinyatakan dalam KEP-01/PJ/PJ.09/2020 tentang 

Rencana Strategis Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 

1. Merumuskan regulasi perpajakan di bidang pelayanan administrasi 

perpajakan, edukasi, kerja sama dan kemitraan serta kehumasan yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandarisasi, edukasi, kerja sama dan kemitraan serta kehumasan efektif; 

3. Mendukung pengembangan proses bisnis inti berbasis digital melalui fungsi 

pelayanan, edukasi, kerja sama dan kemitraan serta kehumasan yang 

didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak 

yang berintegritas, professional, dan bermotivasi. 

Sebagai wujud  dukungan  Direktorat  P2Humas  terhadap  peningkatan  

pertumbuhan ekonomi Indonesia, Direktorat P2Humas menyiapkan perumusan 

regulasi di bidang pelayanan administrasi perpajakan, edukasi, kerja sama dan 

kemitraan serta kehumasan yang selaras. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi oleh Direktorat 

P2Humas diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, efisien dan memberikan 

kepastian waktu penyelesaian. Direktorat P2Humas juga ikut mendukung dalam 

penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi dengan 

budaya organisasi yang berintegritas, profesional dan bermotivasi. 

 

3. Sasaran & Tujuan 

Direktorat Jenderal Pajak diberi amanah oleh Kementerian Keuangan untuk 

berkontribusi dalam pencapaian tujuan Kementerian Keuangan yaitu: 

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 

2. Penerimaan negara yang optimal; dan 

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan di atas dan mempertimbangkan 

strategi Kementerian Keuangan yaitu pengembangan layanan pajak, kepabeanan 
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dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada user experience dan 

user friendly, maka Direktorat P2Humas membuat 6 strategi, yakni: 

1. Pengembangan Sistem Click, Call, Counter; 

2. Integrasi tax knowledge base dan Situs Web DJP; 

3. Pengembangan layanan edukasi; 

4. Pengembangan program inklusi perpajakan; 

5. Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga; dan 

6. Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan yang 

efektif. 

 

B. Rencana Kinerja 

Rencana kinerja untuk tahun 2024 berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan 

yang dilakukan oleh Direktorat P2Humas dalam rangka mendukung pencapaian 

sasaran strategis dan indikator kinerja. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

sasaran penerimaan pajak yang optimal dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi, Direktorat P2Humas mempunyai indikator sasaran IKU (Indikator Kinerja 

Utama) berupa: 

1. Persentase realisasi penerimaan pajak; 

2. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan; 

3. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP; 

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi; 

5. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan; 

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan; 

7. Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan; 

8. Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan tepat waktu; 

9. Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik; 

10. Persentase realisasi penyelesaian pembuatan perjanjian; 

11. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan 

hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu; 

12. Tingkat kualitas kompetensi SDM; 

13. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko; 

14. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. 
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Untuk menjabarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP, 

Direktorat P2Humas mengembangkan rencana strategis di bidang penyuluhan, 

pelayanan, kehumasan, kerja sama dan kemitraan untuk periode 2020-2024 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem Click, Call, Counter (3C):  

a) Perubahan Pelayanan ke Arah Digital. 

b) Revitalisasi Peran Contact Center  dalam Pengembangan Layanan 

Perpajakan. 

2. Integrasi Tax Knowledge Base dan Situs Web DJP 

a) Portal Wajib Pajak Terintegrasi 

b) Tax Knowledge Base tersedia pada Situs Pajak 

c) Pembuatan Situs Web DJP ï Bilingual 

3. Pengembangan Layanan Edukasi 

4. Pengembagan Program Inklusi Perpajakan 

5. Pengembangan Edukasi melalui Pihak Ketiga 

6. Pengembangan Kapasitas & Sarana yang Menunjang Kehumasan yang 

Efektif 

a) Penyediaan Aplikasi Komunikasi Internal yang Interaktif Terintegrasi 

b) Pembangunan Media Center 

c) Penyelenggaraan Audit Komunikasi DJP 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada 

dasarnya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja 

Individu (IKI) di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilaksanakan 

oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Koordinator Kinerja Organisasi (KKO-

One) dengan melibatkan Direktorat terkait sebagai pengampu IKU/IKI. Dalam 

proses penyusunan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan IKU/IKI Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), pertimbangan utama meliputi Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri Keuangan, serta masukan dari Unit 
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Vertikal. Keterlibatan Unit Vertikal dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 diwujudkan melalui pengiriman Nota Dinas yang berisi usulan IKU/IKI baru, 

penghapusan, atau perbaikan terhadap indikator yang telah ada. 

Penetapan kinerja tahun 2024 dilakukan dengan penandatanganan 

Perjanjian Kinerja Direktur P2Humas dengan Direktur Jenderal Pajak yang 

terjabarkan dalam 9 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut terangkum dalam Peta 

Strategi Direktorat P2Humas sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1 berikut ini: 

 

Gambar 2. 1 Peta Strategis & IKU Direktur P2Humas Tahun 2024 

Sumber: Dokumen Manual IKU 2024 

 

 

Adapun detail Perjanjian Kinerja Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 

No IKU 
Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

1a-CP 
Persentase realisasi 

penerimaan pajak 
23% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

1b-CP 

Tingkat kepuasan 

stakeholder dan 

pengguna layanan 

20% 50% 50% 70% 70% 100% 100% 
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2 Pelayanan Publik yang Prima 

2a-N 

Indeks kepuasan 

publik atas layanan 

DJP 

5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

3 KepatuhanTahun Berjalan yang Tinggi 

3a-CP 

Persentase capaian 

tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan 

Orang Pribadi 

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

4 Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang Efektif 

4a-CP 
Indeks efektivitas 

ekosistem kehumasan 
100 100 100 100 100 100 100 

4b-CP 

Persentase perubahan 

perilaku lapor dan 

bayar atas kegiatan 

edukasi dan 

penyuluhan 

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

4c-N 

Indeks efektivitas 

penyuluhan dan 

kehumasan 

5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

5 Pelayanan Perpajakan yang Optimal 

5a-N 

Persentase tindak 

lanjut pengaduan 

pelayanan perpajakan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5b-N 

Rata-rata Indeks 

Ketepatan Waktu 

Penyediaan Informasi 

Publik 

100 100 100 100 100 100 100 

6 Kerja Sama yang Efektif 

6a-N 

Persentase realisasi 

penyelesaian 

pembuatan perjanjian 

5% 30% 30% 60% 60% 100% 100% 

7 Pengendalian Internal yang Efektif 

7a-N 

Persentase 

rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK, 

hasil pengawasan 

Itjen, dan hasil 

pengawasan KITSDA 

yang ditindaklanjuti 

tepat waktu 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 
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8a-N 
Tingkat kualitas 

kompetensi SDM 
15 45 45 75 75 90 90 

8b-N 

Indeks Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen Kinerja 

dan Manajemen Risiko  

23 47 47 70 70 90 90 

9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel 

9a-CP 
Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran 
100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: Manual IKU Direktur P2Humas Tahun 2024 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian Kinerja Organisasi tergambar melalui capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

sebagaimana Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat tahun 2024 mencapai 111,35 dari total maksimal 120, dengan semua 

14 Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus hijau.  

Dari 14 IKU tersebut, empat indikator berhasil mencapai capaian maksimal 

sebesar 120% dari yang ditetapkan. Indikator tersebut meliputi: Indeks Efektivitas 

30,00% 107,30

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 107,30

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,46% Max E/L 26% 65,00% 100,46

1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 100% 100,43 Max P/M 14% 35,00% 120,00

20,00% 109,38

2 Pelayanan Publik yang prima 110,23

2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 100,00% 110,23% Max E/M 21% 100,00% 110,23

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 108,52

3a-CP
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
100,00% 108,52% Max P/M 14% 100,00% 108,52

25,00% 115,67

4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 114,27

4a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 100,00% 120,00% Max P/M 14% 28,57% 120,00

4b-CP
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan
74,00% 88,80% Max P/M 14% 28,57% 120,00

4c-N Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan 100,00% 106,63% Max E/M 21% 42,86% 106,63

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 117,28

5a-N
Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan 

perpajakan tepat waktu
100,00% 119,40% Max P/M 14% 56,00% 119,40

5b-N
Rata-rata indeks ketepatan waktu penyediaan 

informasi publik
100,00% 114,59% Max P/H 11% 44,00% 114,59

6 Kerjasama yang efektif 120,00

6a-N
Persentase realisasi penyelesaian pembuatan 

perjanjian
100,00% 122,22% Max P/M 14% 100,00% 120,00

7 Pengendalian internal yang efektif 111,11

7a-N

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil 

pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang 

ditindaklanjuti tepat waktu 

90,00% 100,00% Max P/M 14% 100,00% 111,11

25,00% 113,46

8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 106,91

8a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 90,00 102,18 Max P/M 14% 50,00% 113,53

8b-N
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja 

dan Manajemen Risiko 
90,00 90,26 Max P/M 14% 50,00% 100,29

9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 120,00

9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 91,00 99,19 Max P/M 14% 100,00% 120,00

111,35

PolarisasiV/C Bobot IKU
Bobot 

Tertimbang

Indeks 

Capaian

Customer Perspective 

Internal Process Perspective 

Learning & Growth  Perspective 

Nilai Kinerja Organisasi

Stakeholder Perspective 

Kode 

SS/IKU

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi
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Ekosistem Kehumasan (IEEK), Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar 

atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, Persentase Realisasi Penyelesaian 

Pembuatan Perjanjian, serta Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. 

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan, mengingat pada tahun 2023, 

Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran masih berada di status kuning dengan 

capaian di bawah 100%. Berikut adalah rincian pencapaian target untuk setiap 

IKU: 

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 2  Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 1a-CP 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 3  Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 1a-CP 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak (WP) melalui Komite Kepatuhan WP untuk mengoptimalkan tata 

kelola informasi dan data WP. 

¶ Pemantauan dan evaluasi kinerja penerimaan pajak di seluruh unit kerja 

DJP untuk percepatan pencapaian target tahun 2024. 
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¶ Penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak 

nasional beserta petunjuk teknis untuk menghadapi tantangan 

pencapaian target sesuai UU APBN. 

¶ Pengawasan ketat terhadap restitusi pajak hingga Triwulan IV 2024 untuk 

mencegah potensi kerugian penerimaan. 

¶ Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional guna menyelaraskan kebijakan 

dan strategi pencapaian target penerimaan. 

¶ Penetapan dokumen Compliance Improvement Plan (CIP) DJP 2024 

sebagai panduan strategis peningkatan kepatuhan WP. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pertumbuhan penerimaan dari sektor perdagangan dan industri 

pengolahan didukung oleh konsumsi domestik yang stabil. 

¶ Kebijakan PPN DN memberikan kontribusi besar terhadap total 

penerimaan. 

¶ Evaluasi dan monitoring rutin terhadap kinerja penerimaan pajak. 

Kegagalan: 

¶ Kontraksi pada beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 25/29 Badan dan 

PPnBM. 

¶ Ketidakstabilan pola penerimaan akibat fluktuasi ekonomi global dan 

domestik. 

Solusi yang telah dilakukan: 

¶ Pengembangan basis pajak melalui integrasi data WP dengan lembaga 

lain untuk mengidentifikasi potensi penerimaan baru. 

¶ Penyesuaian kebijakan pajak untuk sektor yang mengalami penurunan 

kontribusi, seperti pemberian insentif pada industri strategis. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Optimalisasi teknologi informasi untuk pengelolaan data WP sebagaimana 

diatur dalam dokumen CIP 2024. 

¶ Penyesuaian target penerimaan pajak berdasarkan potensi setiap wilayah 

untuk fokus pada alokasi sumber daya. 
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¶ Pelaksanaan rapat strategis secara rutin guna memastikan efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Implementasi Compliance Improvement Plan yang meningkatkan 

kepatuhan WP. 

¶ Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional untuk menyelaraskan kebijakan 

dan strategi. 

¶ Kebijakan PPN DN yang mendukung sektor perdagangan dan industri 

pengolahan. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Kebijakan PPnBM yang mengalami kontraksi dan memerlukan 

penyesuaian dengan kondisi ekonomi. 

¶ Pengawasan terhadap WP tertentu yang memerlukan strategi lebih agresif 

untuk optimalisasi penerimaan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Peningkatan kepatuhan WP melalui tata kelola data yang lebih 

terintegrasi. 

¶ Pemantauan penerimaan pajak secara harian dan mingguan untuk 

mendeteksi dan mengatasi anomali. 

¶ Evaluasi kebijakan berdasarkan kinerja Triwulan IV 2024 untuk 

memastikan target penerimaan tercapai. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Ketidakstabilan ekonomi global dan domestik yang memengaruhi 

penerimaan. 

¶ Penurunan harga komoditas yang berdampak pada sektor tertentu. 

¶ Pola penerimaan yang tidak stabil sepanjang tahun. 



 

21 

 

Langkah yang telah diambil: 

¶ Optimalisasi koordinasi dengan sektor terkait untuk menjaga stabilitas 

konsumsi domestik. 

¶ Pemberian insentif pada sektor strategis untuk meningkatkan penerimaan 

dari basis pajak yang melemah. 

¶ Peningkatan pengawasan terhadap jenis pajak yang mengalami kontraksi 

untuk memastikan penerimaan tetap optimal. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola 

teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui 

tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang 

komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 

2. Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara 

harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja 

penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai 

upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 

2025; 

3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi 

pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta 

petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan 

pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU 

APBN Tahun 2025; 

4. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi 

kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 

2025; 

5. Penyusunan laporan evaluasi untuk formulasi strategi 

lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan 

penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan 

penerimaan pajak maupun keperluan lainnya; 

2025 
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2. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 1b-CP 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 5 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 1b-CP 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan 

Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan (SKPLPK-DJP) tahun 

2024 dilakukan dengan pengembangan survei mencakup pengguna 

layanan dan pemangku kepentingan. 

¶ Monitoring dan pendampingan aktif dilakukan pada proses pengumpulan 

data survei untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. 

¶ Komunikasi dan diskusi dengan Universitas Gadjah Mada sebagai pihak 

surveyor dilakukan untuk mempersiapkan laporan dan rekomendasi hasil 

survei. 

¶ Upaya memenuhi target jumlah responden telah berhasil dilakukan untuk 

kedua kategori, yaitu pengguna layanan dan pemangku kepentingan. 
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B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pengembangan survei yang mencakup pemangku kepentingan 

memberikan wawasan lebih luas dalam menilai kinerja layanan DJP. 

¶ Penyelesaian 10 rekomendasi dengan predikat tuntas menunjukkan 

efektivitas tindak lanjut terhadap temuan survei. 

¶ Kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada mendukung penyusunan 

laporan survei secara profesional. 

Kegagalan: 

¶ Hasil survei kepuasan pengguna layanan (4,28) dan pemangku 

kepentingan (4,18) masih di bawah target agregat Kementerian Keuangan 

sebesar 4,36. 

¶ Belum adanya benchmark untuk karakteristik pemangku kepentingan 

sebagai responden survei, sehingga pengembangan survei menjadi 

tantangan. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pengembangan metodologi survei berbasis benchmark untuk pemangku 

kepentingan guna meningkatkan akurasi dan relevansi hasil. 

¶ Penyesuaian pendekatan survei untuk jenis layanan core berisiko sedang-

tinggi agar respons lebih representatif terhadap kinerja layanan. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pelibatan Universitas Gadjah Mada sebagai surveyor memastikan 

efisiensi dalam penyusunan laporan dan rekomendasi hasil survei. 

¶ Monitoring dan pendampingan dalam proses pengumpulan data 

mendukung penggunaan sumber daya secara efektif, dengan memastikan 

data yang diperoleh sesuai target jumlah responden. 

¶ Koordinasi internal dan dengan pihak Kementerian Keuangan mendukung 

pengelolaan sumber daya yang terarah dan sesuai kebutuhan survei. 
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D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan survei yang mencakup pengguna layanan dan pemangku 

kepentingan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap 

kepuasan stakeholder. 

¶ Tindak lanjut terhadap 10 rekomendasi dengan predikat tuntas 

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan layanan. 

¶ Komunikasi intensif dengan pihak surveyor membantu dalam penyusunan 

laporan dan rekomendasi yang berkualitas. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Perlu adanya benchmark karakteristik pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan akurasi pengembangan survei di masa mendatang. 

¶ Pendekatan untuk jenis layanan core berisiko sedang-tinggi memerlukan 

evaluasi agar hasil survei lebih merepresentasikan realitas lapangan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan survei dengan cakupan pengguna layanan dan pemangku 

kepentingan berhasil dilaksanakan meskipun ini merupakan 

pengembangan baru. 

¶ Proses pengumpulan data yang terencana dan didampingi secara intensif 

berhasil memenuhi target jumlah responden. 

¶ Kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada mendukung mitigasi risiko 

dalam pelaporan hasil survei dan rekomendasi tindak lanjut. 

¶ Diseminasi hasil survei secara terkoordinasi dengan Biro Organisasi dan 

Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mendukung 

penyebaran informasi secara strategis. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Penambahan komponen survei pada pemangku kepentingan menjadi 

tantangan karena tidak adanya benchmark karakteristik responden. 
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¶ Sasaran survei pada jenis layanan berisiko sedang-tinggi memerlukan 

pendekatan yang berbeda dibandingkan survei sebelumnya. 

¶ Target indeks kepuasan sebesar 4,36 masih menjadi tantangan besar bagi 

DJP mengingat kompleksitas pelaksanaan survei. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Pengembangan metodologi survei untuk pemangku kepentingan dengan 

mengacu pada praktik terbaik di sektor serupa. 

¶ Penyesuaian pendekatan survei untuk jenis layanan core berisiko sedang-

tinggi dengan memberikan perhatian lebih pada kualitas data. 

¶ Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk 

Biro Organisasi dan Tatalaksana, untuk mendukung implementasi survei 

yang lebih baik. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Berkomunikasi dan berdiskusi dengan pihak surveyor 

yaitu Universitas Gadjah Mada dalam persiapan 

laporan dan rekomendasi hasil survei. 

2. Berkoordinasi dengan pihak Biro Organisasi dan 

Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan terkait dengan pelaksanaan diseminasi 

survei. 

2025 

 

3. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 2a-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 
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II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 7 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 2a-N 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Penerapan metode pengumpulan data survei triwulan IV yang mencakup 

pendekatan kuantitatif untuk mengukur kinerja unit kerja dan Focus Group 

Discussion (FGD) untuk memperoleh rekomendasi layanan DJP. 

¶ Penyelesaian proses pengambilan dan pengolahan data survei, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, pada triwulan IV 2024. 

¶ Penyusunan laporan survei yang memuat penilaian kinerja layanan DJP 

di seluruh KPP dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pada tahun 

2025. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Metode pengumpulan data yang lebih variatif melalui kuantitatif dan FGD 

memberikan rekomendasi yang lebih kaya untuk peningkatan layanan. 

¶ Penyelesaian laporan survei tepat waktu dengan mencakup seluruh KPP 

sebagai basis tindak lanjut untuk perbaikan. 

Kegagalan: 

¶ Aplikasi online dinilai kurang menarik dan kurang ramah pengguna 

berdasarkan hasil survei 2024. 



 

27 

 

¶ Rendahnya response rate pada metode survei online memengaruhi 

akurasi data yang diperoleh. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pengembangan pedoman pelaksanaan survei melalui nota dinas nomor 

ND-40/PJ.09/2024. 

¶ Pelaksanaan pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan penyusunan 

guideline FGD untuk tim survei. 

¶ Permintaan longlist responden secara berjenjang melalui nota dinas 

nomor ND-870/PJ.09/2024 dan ND-1530/PJ.09/2024. 

¶ Koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah dan KPP untuk memastikan 

kelancaran pelaksanaan survei. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Penggunaan metode FGD melengkapi pendekatan survei kuantitatif, 

memastikan data yang dihasilkan lebih komprehensif tanpa pemborosan 

sumber daya. 

¶ Pemanfaatan platform komunikasi yang ada, seperti nota dinas dan 

koordinasi internal, mendukung efisiensi dalam pelaksanaan survei. 

¶ Penyusunan laporan survei yang terintegrasi memungkinkan 

penghematan waktu dan sumber daya dalam pengolahan data survei. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

memberikan rekomendasi yang lebih kaya. 

¶ Pelatihan untuk tim survei dalam metodologi penelitian kualitatif dan 

guideline FGD meningkatkan kualitas survei. 

¶ Penyampaian hasil survei secara terstruktur kepada KPP dengan 

rekomendasi yang spesifik untuk ditindaklanjuti. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Metode survei online perlu dievaluasi karena rendahnya response rate, 

yang mengurangi efektivitas pengumpulan data. 
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¶ Pengembangan aplikasi online memerlukan perhatian lebih untuk 

meningkatkan daya tarik dan pengalaman pengguna. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan survei dengan pengumpulan data kuantitatif dan FGD 

memastikan data yang dihasilkan mendalam dan berorientasi pada 

rekomendasi. 

¶ Nota dinas yang berisi pedoman, permintaan longlist responden, dan 

tindak lanjut hasil survei mendukung implementasi rencana aksi secara 

terorganisasi. 

¶ Penyampaian hasil survei dan rekomendasi kepada KPP memberikan 

arahan jelas untuk perbaikan layanan di tahun 2025. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Aplikasi online dinilai kurang menarik dan kurang ramah pengguna. 

¶ Rendahnya response rate pada survei online menyulitkan pencapaian 

target data yang representatif. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Perancangan desain survei tahun 2025 yang mencakup penggunaan 

WhatsApp Centang Biru dan laman pajak.go.id untuk meningkatkan 

kemudahan pengisian kuesioner. 

¶ Diskusi mendalam untuk mengembangkan kuesioner survei yang dapat 

menggali preferensi wajib pajak terhadap layanan aplikasi online. 

¶ Koordinasi dengan Kantor Wilayah dan KPP untuk memastikan 

kelancaran pelaksanaan survei di tahun berikutnya. 

H. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Merancang desain survei tahun 2025 dengan tetap 

menggunakan WhatsApp Centang Biru dan 
2025 
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memanfaatkan laman pajak.go.id dalam pengisian 

kuesioner survei. 

2. Membahas kuesioner survei tahun 2025 untuk menggali 

informasi mendalam terkait preferensi wajib pajak pada 

layanan aplikasi online.  

 

4. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan & Orang Pribadi. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 3a-CP 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 9 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 3a-CP 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Membentuk tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 sebagai sarana koordinasi lintas 

Direktorat terkait (KEP-88/PJ/2024). 

¶ Melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Layanan di 

Luar Kantor untuk mendukung pelaksanaan penyampaian SPT. 
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¶ Menerbitkan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

untuk memberikan edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan secara 

elektronik (ND-1615/PJ.09/2024). 

¶ Berkoordinasi dengan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian untuk 

mengevaluasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga Triwulan III 

2024 (ND-1292/PJ.06/2024). 

¶ Menginstruksikan penyampaian materi terkait SPT Tahunan melalui Nota 

Dinas ND-11/PJ.09/2024. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pembentukan tim khusus dan koordinasi lintas Direktorat mempermudah 

pengawasan dan pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan. 

¶ Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. 

Kegagalan: 

¶ Target penyampaian SPT Tahunan sebesar 100% tidak tercapai, dengan 

realisasi baru sebesar 96,15% dari target nasional. 

¶ Penurunan jumlah SPT yang diterima dibandingkan tahun sebelumnya (-

3,51% pada Triwulan III 2024). 

¶ Pengembalian kebijakan layanan terkait EFIN ke pengaturan sebelum 

pandemi menyulitkan Wajib Pajak dalam proses pelaporan. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Peningkatan koordinasi dengan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 

untuk mengevaluasi kepatuhan penyampaian SPT. 

¶ Penyediaan layanan edukasi melalui Nota Dinas yang berisi informasi 

pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. 

¶ Kunjungan ke KPP dan Layanan di Luar Kantor untuk memastikan akses 

layanan tetap terjangkau bagi Wajib Pajak. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
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¶ Pembentukan tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan SPT 

mempermudah pengelolaan sumber daya manusia dalam pengawasan 

pelaporan SPT. 

¶ Koordinasi lintas Direktorat dan kunjungan ke unit vertikal memungkinkan 

pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mendukung pelaksanaan 

target. 

¶ Penyampaian edukasi dan materi melalui Nota Dinas meningkatkan 

efisiensi distribusi informasi tanpa memerlukan biaya tambahan yang 

signifikan. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pembentukan tim Satuan Tugas yang mendukung koordinasi dan 

pengawasan pelaporan SPT Tahunan. 

¶ Pelaksanaan edukasi melalui Nota Dinas yang menjangkau Wajib Pajak 

secara lebih luas. 

¶ Kunjungan ke KPP dan Layanan di Luar Kantor untuk memastikan 

dukungan bagi Wajib Pajak. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Kebijakan layanan terkait EFIN yang dikembalikan ke pengaturan sebelum 

pandemi perlu dievaluasi agar lebih memudahkan proses pelaporan. 

¶ Perlu adanya upaya khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam 

mengejar pelaporan SPT yang terlambat. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan rencana aksi melalui pembentukan tim Satuan Tugas 

memastikan pengawasan yang lebih terarah dalam pelaporan SPT. 

¶ Edukasi melalui Nota Dinas memberikan informasi yang terstruktur dan 

terdistribusi secara luas kepada Wajib Pajak. 

¶ Evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan membantu 

mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi solusi. 
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F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Hari libur nasional yang bertepatan dengan batas akhir pelaporan SPT 

Tahunan mengurangi akses layanan bagi Wajib Pajak. 

¶ Pengembalian kebijakan layanan EFIN ke pengaturan sebelum pandemi 

menyulitkan Wajib Pajak dalam pelaporan elektronik. 

¶ Formula IKU yang memberikan poin lebih tinggi pada pelaporan tepat 

waktu membuat unit kerja kurang optimal dalam mengejar target total 

penerimaan SPT. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Koordinasi dengan Direktorat DIP untuk memanfaatkan data pegawai, WP 

tidak lapor, dan WP NE dengan transaksi guna mendorong kepatuhan. 

¶ Instruksi kepada unit kerja melalui Direktorat pengampu pengawasan 

untuk segera menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang terlambat 

melaporkan SPT. 

¶ Koordinasi dengan Kanwil untuk memastikan bahwa seluruh ASN di 

instansi pemerintah di wilayahnya telah melaporkan SPT Tahunan. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Berkoordinasi dengan direktorat DIP terkait monitoring 

pemanfaatan data untuk mendorong peningkatan 

kepatuhan, seperti data pegawai per pemberi kerja, data 

WP tidak lapor terdapat transaksi, data WP NE terdapat 

transaksi. 

2. Berkoordinasi dengan direktorat pengampu pengawasan 

untuk menginstruksikan unit kerja agar segera 

menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang terlambat atau 

belum melaporkan SPT Tahunan. 

3. Berkoordinasi dengan Kanwil untuk memastikan bahwa 

semua ASN di Instansi Pemerintah yang ada di wilayahnya 

telah lapor SPT Tahunan. 

2025 
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5. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 4a-CP 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 11 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 4a-CP 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Pelaksanaan amplifikasi Agenda Setting Kementerian Keuangan melalui 

kegiatan seperti media relations (media briefing, media gathering, 

wawancara media, dan penerbitan siaran pers), publikasi di media sosial, 

dan pelaksanaan berbagai acara seperti pojok pajak, pameran, serta 

talkshow TV dan radio. 

¶ Penyebaran informasi secara luas melalui publikasi luar ruang, digital, 

podcast, dan cetak untuk memperkuat citra Kementerian Keuangan. 

¶ Pelaksanaan amplifikasi isu Kementerian Keuangan melalui kegiatan 

employee advocacy yang dievaluasi secara berkala. 

¶ Kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka pemenuhan unsur 

ñPelaksanaan Hubungan Kelembagaan Negara dan/atau Masyarakatò 

pada IKU IEEK. 
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B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Seluruh taktik komunikasi untuk mencapai IKU IEEK dilaksanakan dengan 

baik, terbukti dari evaluasi bulanan yang mendapatkan umpan balik positif 

dari Biro KLI. 

¶ Realisasi capaian IKU IEEK Triwulan IV 2024 melebihi target, yaitu 3,88 

dari target 3,55 (capaian 120%) untuk Indeks IEEK, dan capaian 120% 

untuk pengelolaan opini negatif. 

Kegagalan: 

¶ Belum ada indikasi kegagalan dalam pelaksanaan program ini karena 

capaian IKU telah melampaui target yang ditetapkan. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pelaksanaan kegiatan komunikasi strategis secara menyeluruh, termasuk 

amplifikasi isu melalui berbagai media dan kerja sama dengan pihak 

eksternal. 

¶ Evaluasi berkala atas kegiatan komunikasi untuk memastikan efektivitas 

strategi yang diterapkan. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pelaksanaan amplifikasi melalui media relations dan publikasi 

memanfaatkan berbagai platform komunikasi secara optimal untuk 

menjangkau audiens yang lebih luas. 

¶ Evaluasi berkala atas employee advocacy membantu memastikan alokasi 

sumber daya tepat sasaran. 

¶ Kolaborasi dengan pihak eksternal memungkinkan penghematan sumber 

daya internal dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 



 

35 

 

¶ Amplifikasi Agenda Setting Kementerian Keuangan melalui kegiatan 

media relations, publikasi sosial media, dan event secara aktif 

meningkatkan keterlibatan dan kesadaran publik. 

¶ Kerja sama dengan pihak eksternal yang mendukung pelaksanaan 

hubungan kelembagaan. 

¶ Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan employee advocacy yang 

memastikan efektivitas penyebaran isu strategis. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Pelaksanaan mitigasi isu negatif memerlukan pemantauan lebih intensif 

untuk mendeteksi potensi krisis lebih awal. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai rencana, termasuk amplifikasi 

isu strategis melalui berbagai media, telah berjalan dengan baik. 

¶ Kerja sama dengan pihak eksternal memperkuat hubungan kelembagaan 

dan memastikan dukungan dalam mencapai target IKU. 

¶ Pemantauan isu negatif di media sosial dan media massa secara berkala 

menjadi langkah mitigasi risiko yang efektif. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Belum ada kendala utama yang dilaporkan menghambat pelaksanaan 

kegiatan kehumasan dan capaian IKU IEEK pada tahun 2024. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Melanjutkan kegiatan kehumasan dan amplifikasi isu Kementerian 

Keuangan di tingkat pusat dan unit kerja vertikal. 

¶ Menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan 

pihak lain di luar DJP untuk memperluas jangkauan komunikasi. 

¶ Memantau berita pada media massa dan media sosial secara berkala 

untuk mendeteksi dan mengelola isu negatif sejak dini. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 
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Rencana Aksi Periode 

1. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan kehumasan serta 

amplifikasi atas isu Kementerian Keuangan, baik di Kantor 

Pusat DJP maupun di Unit Kerja Vertikal. 

2. Terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan 

Kementerian, Lembaga, atau Pihak Lain di luar DJP. 

3. Melakukan mitigasi isu negatif dengan memantau berita 

pada media massa dan media sosial secara berkala 

(harian, mingguan, bulanan) 

2025 

 

6. Persentase Perubahan Perilaku Lapor & Bayar atas Kegiatan Edukasi & 

Penyuluhan. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 12 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 4b-CP 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 13 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 4b-CP 

Sumber: Data diolah oleh penulis, Aplikasi Mandor-DJP, Laporan Kinerja DJP 2023 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 



 

37 

 

¶ Instruksi kepada Unit Vertikal untuk menyusun Rencana Kerja Periodik 

(RKP) secara semesteran yang direkam melalui SISULUH pada Semester 

I 2024. 

¶ Perbaikan kualitas data DSPT Rekomendasi Semester I 2024 dengan 

menetapkan kriteria tertentu dan menyediakan data pendukung DSPT 

Mandiri melalui ND-22/PJ.09/2024. 

¶ Revisi RKP menjadi tahunan melalui ND-697/PJ.09/2024 sebagai bagian 

dari penyesuaian kebijakan dan strategi edukasi perpajakan. 

¶ Diskusi dan usulan pengakuan realisasi PKM WRA atas pembayaran yang 

dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan edukasi melalui ND-

924/PJ.09/2024. 

¶ Penyusunan Quick Wins Subkomite Pelayanan dan Edukasi melalui UND-

187/PJ.081/2024 untuk mendorong pencapaian lebih lanjut. 

¶ Pelaksanaan Sharing Session Success Stories Pencapaian PKM WRA 

Edukasi Perpajakan secara daring pada 4 September 2024. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pencapaian IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan cukup tinggi. 

¶ Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan yang dievaluasi setiap triwulan 

bersama Komite Kepatuhan Wajib Pajak memberikan masukan positif. 

Kegagalan: 

¶ Perbedaan pengakuan perubahan perilaku hasil edukasi antara IKU 

dengan PKM WRA menyebabkan ketidakselarasan pencapaian indikator. 

¶ Kompetensi tenaga penyuluh memerlukan peningkatan untuk mendorong 

realisasi PKM WRA. 

¶ Data pendukung DSPT Rekomendasi belum sepenuhnya teruji 

efektivitasnya. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Perbaikan kualitas data DSPT Rekomendasi melalui kriteria yang lebih 

spesifik. 
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¶ Usulan validasi tambahan dalam pengakuan realisasi WRA agar lebih 

harmonis dengan ketentuan yang ada. 

¶ Diskusi dengan direktorat terkait untuk memastikan realisasi PKM WRA 

diakui atas pembayaran yang dilakukan pada hari yang sama dengan 

pelaksanaan edukasi. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pemanfaatan sistem SISULUH untuk merekam RKP mendukung efisiensi 

dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan edukasi perpajakan. 

¶ Kolaborasi antarunit melalui Subkomite Pelayanan dan Edukasi 

memastikan pemanfaatan sumber daya yang terintegrasi dan optimal. 

¶ Evaluasi triwulanan yang melibatkan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menambah beban sumber 

daya. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Penyusunan RKP semesteran dan revisinya menjadi tahunan melalui 

instruksi yang jelas mendukung pencapaian indikator. 

¶ Pelaksanaan Sharing Session yang membagikan cerita sukses 

pencapaian PKM WRA memberikan motivasi bagi unit kerja. 

¶ Pengiriman data pendukung potensi DSPT Kolaboratif yang diakui 

sebagai PKM WRA mendukung pengelolaan data yang lebih baik. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Perbedaan pengakuan perubahan perilaku hasil edukasi perlu 

diselaraskan antara IKU dan PKM WRA. 

¶ Kompetensi tenaga penyuluh perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan 

hasil edukasi perpajakan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Instruksi penyusunan RKP secara sistematis memastikan perencanaan 

edukasi perpajakan berjalan sesuai target. 
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¶ Evaluasi triwulanan terhadap kegiatan edukasi memberikan masukan 

untuk perbaikan terus-menerus. 

¶ Usulan validasi tambahan dan pengakuan realisasi WRA melalui ND-

924/PJ.09/2024 merupakan langkah mitigasi risiko untuk memastikan 

harmonisasi antar-fungsi. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Ketidaksesuaian pengakuan perubahan perilaku hasil edukasi antara IKU 

dan PKM WRA. 

¶ Keterbatasan kompetensi tenaga penyuluh dalam mendukung realisasi 

PKM WRA. 

¶ Belum terujinya efektivitas data pendukung DSPT Rekomendasi. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Revisi kebijakan dan strategi edukasi perpajakan melalui perubahan RKP 

menjadi tahunan untuk mendukung pencapaian target. 

¶ Perbaikan kualitas data DSPT Rekomendasi dengan menetapkan kriteria 

tertentu dan menyediakan data pendukung DSPT Mandiri. 

¶ Diskusi dengan direktorat terkait untuk mengakui realisasi PKM WRA atas 

pembayaran yang dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

edukasi. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

Mempertahankan semua capaian baik yang telah 

diperoleh pada tahun 2024. 2025 
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7. Indeks Efektivitas Penyuluhan & Kehumasan. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 14 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 4c-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 15 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 4c-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Pelaksanaan berbagai kegiatan media relations, termasuk wawancara 

media, media gathering, dan media briefing terkait isu perpajakan terkini 

seperti PPN atas Jasa Layanan Transaksi Uang Elektronik. 

¶ Publikasi informasi perpajakan melalui media sosial resmi DJP, dengan 

rincian: 162 konten Instagram, 22 Facebook, 49 Twitter, 5 YouTube, 41 

TikTok, dan 22 LinkedIn. 

¶ Publikasi konten perpajakan melalui situs pajak.go.id dengan total 2.584 

konten, termasuk artikel, berita, pengumuman, siaran pers, dan lainnya. 

¶ Penayangan Podcast Cerita Reformasi Terkini (Cermati) sebanyak tiga 

kali pada bulan November 2024. 

¶ Pelaksanaan sosialisasi internal untuk regulasi terbaru kepada pegawai 

sebelum melakukan edukasi kepada Wajib Pajak. 
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¶ Diseminasi IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan kepada 

Unit Vertikal oleh Dit. P2Humas. 

¶ Pemantauan Focus Group Discussion oleh pihak ketiga dalam 

pengumpulan data kualitatif survei triwulanan. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan berbagai kegiatan kehumasan secara aktif berhasil 

meningkatkan kesadaran publik terhadap pajak dan reputasi DJP. 

¶ Publikasi konten yang luas dan beragam melalui berbagai platform 

memperkuat penyebaran informasi perpajakan. 

¶ Survei triwulanan menunjukkan realisasi yang positif dengan capaian 

indeks efektivitas sebesar 84,9. 

Kegagalan: 

¶ Pemahaman Unit Vertikal terhadap IKU ini masih kurang karena 

sebelumnya survei hanya dilakukan oleh Kantor Pusat melalui pihak 

ketiga. 

¶ Responden Wajib Pajak merasa keberatan karena terlalu banyak survei 

yang dilakukan unit kerja. 

¶ Belum ada penetapan sasaran Wajib Pajak sebagai responden survei, 

sehingga hasil survei belum sepenuhnya tepat sasaran. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Peningkatan komunikasi aktif dengan Unit Vertikal untuk memastikan 

pemahaman terkait pelaksanaan IKU. 

¶ Pemantauan responden oleh Dit. P2Humas untuk membantu unit vertikal 

mencapai target survei. 

¶ Penyusunan strategi komunikasi atas aturan dan isu terkini untuk 

memastikan penyebaran informasi yang lebih efektif. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Optimalisasi media sosial dan situs web DJP untuk menyebarkan 

informasi perpajakan secara efektif dan efisien. 
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¶ Pelaksanaan survei triwulanan dan tahunan dengan dukungan pihak 

ketiga memungkinkan pengumpulan data yang lebih terstruktur. 

¶ Pemanfaatan podcast dan media publikasi lainnya memperluas 

jangkauan komunikasi tanpa beban biaya tambahan yang signifikan. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Media relations yang mencakup wawancara, media gathering, dan media 

briefing memberikan perhatian media yang lebih besar terhadap isu 

perpajakan. 

¶ Publikasi konten yang masif dan konsisten melalui berbagai kanal 

komunikasi meningkatkan efektivitas penyuluhan dan kehumasan DJP. 

¶ Pemantauan FGD oleh pihak ketiga memastikan kualitas data survei yang 

diperoleh. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Penyediaan data longlist responden yang mendekati pelaksanaan survei 

tahunan perlu diperbaiki untuk memastikan survei lebih tepat sasaran. 

¶ Perlu ada pengelolaan survei yang lebih baik untuk mengurangi keberatan 

Wajib Pajak atas banyaknya survei yang dilakukan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan kegiatan media relations secara aktif memastikan 

penyebaran informasi yang relevan sesuai isu terkini. 

¶ Pembuatan strategi komunikasi atas aturan pajak terkini membantu 

mencegah munculnya kesalahpahaman di masyarakat. 

¶ Pemantauan kesiapan Kanwil DJP dalam mengumpulkan data longlist 

responden setiap bulan memastikan survei dapat berjalan lancar. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 
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Kendala: 

¶ Kurangnya pemahaman Unit Vertikal terhadap pelaksanaan IKU Indeks 

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. 

¶ Keberatan dari Wajib Pajak sebagai responden karena frekuensi survei 

yang tinggi. 

¶ Belum adanya penetapan sasaran Wajib Pajak untuk survei sehingga 

hasil survei kurang representatif. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Peningkatan diseminasi IKU kepada Unit Vertikal untuk memastikan 

pemahaman yang lebih baik. 

¶ Menghubungi Unit Vertikal secara masif untuk membantu pemenuhan 

target responden survei. 

¶ Penyiapan strategi komunikasi atas aturan atau isu terkini untuk 

meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Pelaksanaan kegiatan media relations atas isu yang 

berkembang (eg: APBN, penerimaan pajak, reformasi 

pajak, implementasi CoreTax DJP, implementasi 

NPWP 16 digit, penerbitan aturan pajak terbaru, 

manfaat pajak). 

2. Pembuatan strategi komunikasi atas aturan atau isu 

pajak terkini. 

3. Upaya kolaboratif dengan Kementerian atau Lembaga 

lain perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas penyuluhan dan kehumasan DJP. 

4. Penerbitan aturan terkait Pedoman Komunikasi DJP 

yang penyusunannya yang dilakukan dan diharapkan 

selesai pada tahun 2024 dilanjutkan untuk tahun 2025. 

5. Pelaksanaan sosialisasi internal atas aturan pajak 

terbaru yang akan terbit pada semester I tahun 2025. 

6. Melaporkan secara berkala jumlah responden dan 

hasil survei kepada Kanwil DJP. 

2025 
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7. Melaporkan secara berkala jumlah responden dan 

hasil survei kepada Kanwil DJP. 

8. Memantau dan mengevaluasi kesiapan Kanwil DJP 

dalam mengumpulkan longlist responden setiap bulan 

dengan mengirimkan Nota Dinas pemberitahuan 

pendataan longlist. 

9. Menyiapkan survei efektivitas penyuluhan untuk 

kegiatan edukasi tahun 2025 

 

8. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Perpajakan Tepat Waktu. 

Tabel 3 16 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 5a-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

I. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 17 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 5a-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

II. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Menindaklanjuti pengaduan pelayanan perpajakan secara cepat dan 

tuntas untuk memastikan pengaduan diselesaikan sesuai ketentuan. 
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¶ Memberikan bimbingan kepada Liaison Officer (LO) pengaduan di unit 

kerja yang menerima pengaduan untuk meningkatkan efektivitas 

penyelesaian pengaduan. 

¶ Menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Perpajakan Tahun 2024 untuk meningkatkan kompetensi 

pengelola pengaduan. 

¶ Menyampaikan masukan terkait kendala aplikasi kepada Direktur 

Informasi dan Komunikasi sebagai upaya perbaikan sistem. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Realisasi IKU tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan tepat waktu 

mencapai 119,40%, dengan rata-rata penyelesaian dalam 8 hari kerja. 

¶ Penurunan jumlah kasus pengaduan sebesar 23,66% dibandingkan tahun 

2023, menunjukkan efektivitas penyelesaian pengaduan. 

Kegagalan: 

¶ Kasus pengaduan terkait sistem dan aplikasi seperti e-faktur dan e-bupot 

masih menjadi isu utama. 

¶ Kendala pertukaran data dengan Ditjen Bea Cukai mengakibatkan 

peningkatan kasus terkait e-faktur. 

¶ Peningkatan kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP menimbulkan 

tantangan baru dalam pengelolaan pengaduan. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pemberian bimbingan teknis kepada LO di unit kerja untuk memastikan 

pengaduan ditangani dengan cepat dan sesuai aturan. 

¶ Penyampaian masukan terkait kendala aplikasi kepada Direktorat 

Informasi dan Komunikasi untuk mempercepat perbaikan sistem. 

¶ Pelaksanaan pemantauan rutin melalui Sistem Informasi Pengaduan 

Pajak (SIPP) untuk memastikan pengaduan diselesaikan tepat waktu. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pemanfaatan SIPP sebagai platform pemantauan pengaduan mendukung 

efisiensi proses pengelolaan pengaduan. 
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¶ Bimbingan teknis kepada LO di unit kerja mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan. 

¶ Penyampaian evaluasi terkait sistem dan aplikasi kepada Direktorat TIK 

memastikan pengelolaan pengaduan lebih efektif dengan dukungan 

teknologi. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Tindak lanjut pengaduan secara cepat dan tuntas mendukung capaian 

realisasi IKU yang tinggi. 

¶ Pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengelola pengaduan meningkatkan 

kompetensi dan efektivitas penyelesaian pengaduan. 

¶ Pemantauan penyelesaian pengaduan melalui SIPP memberikan 

transparansi dan akurasi dalam pengelolaan pengaduan. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Sistem dan aplikasi seperti e-faktur dan e-bupot memerlukan perbaikan 

untuk mengurangi pengaduan berulang. 

¶ Penanganan kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP memerlukan 

langkah-langkah lebih proaktif untuk mencegah dan menindaklanjuti 

laporan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pemantauan penyelesaian pengaduan melalui SIPP memastikan 

pengaduan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. 

¶ Bimbingan kepada KPP/Kanwil mencegah terjadinya pengaduan berulang 

dengan memastikan prosedur pelayanan yang tepat. 

¶ Evaluasi kendala sistem dan aplikasi secara berkala kepada Direktorat 

TIK mendukung mitigasi risiko pengaduan yang berulang. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 
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Kendala: 

¶ Pengaduan terkait sistem dan aplikasi, seperti e-faktur dan e-bupot, masih 

sering muncul dan memengaruhi kinerja pengelolaan pengaduan. 

¶ Kendala pertukaran data dengan Ditjen Bea Cukai menyebabkan 

peningkatan kasus pengaduan terkait e-faktur. 

¶ Peningkatan kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP menciptakan 

tantangan baru dalam pengelolaan pengaduan. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Memberikan bimbingan teknis kepada LO di unit kerja untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan pengaduan. 

¶ Menyampaikan masukan dan evaluasi terkait sistem dan aplikasi kepada 

Direktorat TIK untuk mendukung perbaikan sistem. 

¶ Melakukan pemantauan dan evaluasi melalui SIPP untuk memastikan 

pengaduan dapat diselesaikan tepat waktu 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Memantau penyelesaian pengaduan melalui aplikasi 

SIPP (Sistem Informasi Pengaduan Pajak) 

2. Memberikan bimbingan kepada KPP/Kanwil untuk 

mencegah pengaduan yang berulang. 

3. Menyampaikan evaluasi pengaduan terkait sistem dan 

aplikasi kepada Direktorat TIK. 

2025 
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9. Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 18 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 5b-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 19 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 5b-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Memenuhi permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon, 

dengan memastikan ketepatan waktu sesuai ketentuan. 

¶ Melakukan koordinasi secara intensif dengan petugas PPID Kementerian 

Keuangan, PPID Tingkat II, dan PIC unit teknis pemilik informasi melalui 

berbagai media komunikasi, seperti rapat daring, telepon, WhatsApp, dan 

naskah dinas. 

¶ Berpartisipasi dalam rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan pada 

18 Oktober 2024 untuk membahas daftar informasi publik, uji konsekuensi 

klasifikasi informasi, dan peran arsiparis sesuai UU KIP. 

¶ Melaksanakan pembahasan daftar informasi publik dan uji konsekuensi 

informasi publik yang dikecualikan bersama perwakilan PPID Kementerian 

Keuangan dan direktorat terkait pada 31 Oktober 2024. 
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¶ Mengikuti rapat PPID Kementerian Keuangan terkait pembahasan IKU 

mandatory tahun 2025 tentang penyediaan informasi publik pada 6 

Desember 2024. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Realisasi IKU rata-rata indeks ketepatan waktu penyediaan informasi 

publik tahun 2024 menunjukkan capaian yang konsisten melebihi target 

100%, dengan rata-rata capaian triwulanan berkisar antara 110% hingga 

120%. 

¶ Semua keberatan informasi publik yang diajukan pada tahun 2024 telah 

ditanggapi tepat waktu. 

Kegagalan: 

¶ Beberapa permintaan informasi memerlukan waktu tambahan karena 

pembahasan intensif antara unit teknis pemilik informasi dan Business 

Owner (BO). 

¶ Pemahaman petugas PPID Tingkat II dan III terkait pengelolaan informasi 

publik dan penggunaan aplikasi SIPPID masih belum merata, yang 

berpotensi menimbulkan keberatan atau sengketa informasi. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Peningkatan koordinasi antara petugas PPID Tingkat I, II, dan III untuk 

memastikan kelancaran pengelolaan informasi publik. 

¶ Melibatkan petugas PPID Kementerian Keuangan dan direktorat terkait 

dalam rapat koordinasi untuk pembahasan daftar informasi publik dan uji 

konsekuensi informasi yang dikecualikan. 

¶ Pemantauan dan pengelolaan data informasi publik secara lebih 

terorganisasi melalui aplikasi SIPPID. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti PPID 

Kementerian Keuangan, PPID Tingkat II, dan unit teknis pemilik informasi, 

mendukung efisiensi dalam penyediaan informasi publik. 
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¶ Pemanfaatan aplikasi SIPPID membantu mempermudah pemantauan 

dan pengelolaan informasi publik secara lebih terstruktur. 

¶ Pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan bersama mempercepat 

penyelesaian permintaan informasi dan keberatan. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan dan 

unit terkait mendukung penyelarasan pengelolaan informasi publik. 

¶ Pembahasan daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik 

yang dikecualikan meningkatkan pemahaman dan akurasi pengelolaan 

informasi. 

¶ Penyediaan informasi publik secara berkala melalui situs pajak.go.id 

memastikan keterbukaan informasi sesuai ketentuan UU KIP. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Pemahaman petugas PPID Tingkat II dan III tentang pengelolaan 

informasi publik perlu ditingkatkan agar tidak terjadi keberatan atau 

sengketa. 

¶ Proses pembahasan intensif antara unit teknis pemilik informasi dan BO 

perlu dipercepat untuk meminimalkan waktu tambahan dalam pemenuhan 

informasi. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Koordinasi rutin dengan unit teknis pemilik informasi dan petugas PPID 

memastikan kelancaran penyediaan informasi publik. 

¶ Monitoring dan evaluasi pemenuhan informasi publik dilakukan secara 

berkala untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. 

¶ Penggunaan aplikasi SIPPID membantu meminimalkan risiko 

keterlambatan penyediaan informasi publik dengan memberikan alat 

pemantauan yang efisien. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 
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Kendala: 

¶ Pembahasan intensif antara unit teknis pemilik informasi dan BO 

memerlukan waktu tambahan, sehingga beberapa permintaan informasi 

publik membutuhkan perpanjangan waktu. 

¶ Pemahaman petugas PPID Tingkat II dan III terkait pengelolaan informasi 

publik masih belum merata. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Melakukan rapat koordinasi rutin untuk meningkatkan pemahaman dan 

menyelesaikan kendala terkait pengelolaan informasi publik. 

¶ Melibatkan petugas PPID dalam pembahasan daftar informasi publik dan 

uji konsekuensi untuk meningkatkan kompetensi. 

¶ Memanfaatkan aplikasi SIPPID untuk mempercepat proses pemantauan 

dan pengelolaan informasi publik 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Berkoordinasi secara rutin dengan unit teknis pemilik 

informasi, direktorat terkait dan petugas PPID Tingkat II 

dan III. 

2. Berkoordinasi dengan subdit humas untuk meng-update 

secara rutin informasi publik yang wajib disediakan secara 

berkala pada situs pajak.go.id. 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

2025 

 

10. Persentase Realisasi Penyelesaian Pembuatan Perjanjian. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 20 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 6a-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 
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II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 21 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 6a-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Melaksanakan rapat pembahasan dengan pihak eksternal secara aktif, 

melibatkan direktorat teknis terkait untuk mempercepat penyelesaian 

pembuatan perjanjian. 

¶ Melakukan koordinasi intensif dengan direktorat teknis dan pihak eksternal 

agar proses penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian dapat 

diselesaikan secara efektif. 

¶ Menyelenggarakan kegiatan penandatanganan naskah perjanjian baik 

melalui seremoni formal maupun secara sirkular (desk-to-desk) untuk 

memastikan kelancaran proses penyelesaian perjanjian. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Hingga Triwulan III tahun 2024, sebanyak 20 Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

telah berhasil ditandatangani antara Direktorat Jenderal Pajak dengan 

berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan 

perguruan tinggi. 

¶ Keberhasilan ini menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara DJP 

dengan pihak eksternal dalam rangka pertukaran data dan informasi, 

penegakan hukum, serta penjangkauan Wajib Pajak. 
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Kegagalan: 

¶ Tidak semua rencana perjanjian selesai dibahas dan ditandatangani 

dalam waktu yang ditargetkan, sehingga beberapa perjanjian masih dalam 

proses penyelesaian. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pelaksanaan rapat pembahasan dan koordinasi secara intensif dengan 

pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian perjanjian yang belum 

selesai. 

¶ Penyusunan mekanisme penandatanganan yang lebih fleksibel, seperti 

melalui desk-to-desk, untuk mempercepat proses penandatanganan 

naskah perjanjian. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Koordinasi yang melibatkan direktorat teknis dan pihak eksternal 

mendukung efisiensi dalam penyelesaian perjanjian tanpa pemborosan 

waktu dan sumber daya. 

¶ Penandatanganan secara sirkular meminimalkan kebutuhan 

penyelenggaraan acara formal yang memerlukan anggaran tambahan. 

¶ Rapat pembahasan yang dilakukan secara aktif memastikan pemanfaatan 

waktu dan tenaga kerja secara optimal dalam menyelesaikan perjanjian. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Rapat pembahasan yang melibatkan pihak terkait dan direktorat teknis 

secara aktif mendukung kelancaran proses penyusunan perjanjian. 

¶ Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal memastikan seluruh pihak 

yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dan teknis 

perjanjian. 

¶ Penandatanganan melalui desk-to-desk memberikan fleksibilitas dalam 

penyelesaian perjanjian. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Proses pembahasan perjanjian yang memerlukan waktu lebih lama perlu 

dievaluasi untuk mempercepat penyelesaian. 
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¶ Koordinasi awal antara DJP dan pihak eksternal perlu ditingkatkan untuk 

mengurangi hambatan teknis dalam penyusunan perjanjian. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan rapat pembahasan dan koordinasi yang terstruktur 

memastikan pengelolaan perjanjian berjalan sesuai rencana. 

¶ Fleksibilitas dalam mekanisme penandatanganan naskah perjanjian, 

seperti desk-to-desk, mendukung mitigasi risiko keterlambatan 

penyelesaian perjanjian. 

¶ Monitoring dan evaluasi secara berkala memastikan bahwa perjanjian 

yang belum selesai dapat segera diselesaikan. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Beberapa perjanjian membutuhkan waktu lebih lama untuk pembahasan 

karena melibatkan banyak pihak terkait. 

¶ Koordinasi dengan pihak eksternal terkadang memerlukan waktu 

tambahan untuk menyelaraskan pemahaman dan kepentingan. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait untuk 

mempercepat penyelesaian pembahasan dan penandatanganan 

perjanjian. 

¶ Menyediakan mekanisme penandatanganan yang fleksibel untuk 

mengatasi keterbatasan waktu dan kendala teknis. 

¶ Memantau secara berkala perkembangan pembahasan perjanjian yang 

belum selesai agar segera mencapai tahap finalisasi. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

Melakukan koordinasi serta pembahasan lanjutan terkait 

Perjanjian yang belum selesai dibahas maupun belum 

selesai ditandatangani dengan pihak terkait, yaitu 

2025 
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direktorat teknis dan pihak eksternal DJP agar rencana 

Perjanjian yang telah direncanakan dapat diselesaikan 

 

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, & 

Hasil Pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 22 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 7a-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 23 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 7a-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Koordinasi antara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat dengan direktorat terkait untuk pemerolehan data ILAP 

melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

¶ Evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi oleh 

Direktur TIK bersama Direktur EP, Direktur P2, Direktur P2 Humas, dan 

Direktur TPB untuk memastikan kecukupan akses data perpajakan. 
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¶ Penyampaian penegasan terkait persyaratan dalam proses pengembalian 

pendahuluan kepada seluruh unit kerja DJP untuk meningkatkan 

kesesuaian prosedur. 

¶ Instruksi dari Direktur P2 Humas kepada Kepala Kanwil DJP Kepulauan 

Riau untuk melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pajak terkait 

proses penanganan pengajuan pengembalian pendahuluan. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan koordinasi lintas direktorat dan evaluasi pemenuhan sarana 

dan prasarana teknologi informasi mendukung langkah perbaikan dalam 

memanfaatkan data perpajakan. 

¶ Penegasan dan peningkatan kapasitas penyuluh pajak memberikan 

arahan yang lebih jelas dalam proses pengembalian pendahuluan. 

Kegagalan: 

¶ Perencanaan kebutuhan data eksternal belum sepenuhnya 

memperhatikan sumber data dan ketersediaan data secara sistematis, 

yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data. 

¶ Sarana dan prasarana teknologi informasi belum sepenuhnya memadai 

untuk mendukung kegiatan penyiapan dan pemanfaatan data perpajakan. 

¶ Pemanfaatan data perpajakan dalam penelitian, pengawasan, 

penyelesaian keberatan, dan sengketa perpajakan belum optimal. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Pemerolehan data ILAP melalui PKS untuk memastikan akses data yang 

lebih baik. 

¶ Evaluasi sarana dan prasarana TI untuk meningkatkan kualitas dukungan 

teknologi dalam pemanfaatan data perpajakan. 

¶ Peningkatan kapasitas penyuluh pajak untuk memastikan pemahaman 

yang memadai terkait prosedur pengembalian pendahuluan. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Koordinasi lintas direktorat memastikan penggunaan sumber daya 

manusia yang lebih efisien dalam menangani rekomendasi pemeriksaan. 
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¶ Evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi mendukung efisiensi 

pemanfaatan data perpajakan untuk berbagai kegiatan administratif dan 

pengawasan. 

¶ Peningkatan kapasitas penyuluh pajak memberikan dampak positif dalam 

pengelolaan pengajuan pengembalian pendahuluan tanpa membutuhkan 

tambahan sumber daya eksternal. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan PKS untuk pemerolehan data ILAP mendukung kelancaran 

akses data yang diperlukan. 

¶ Koordinasi evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi 

meningkatkan kesiapan dalam memanfaatkan data perpajakan secara 

optimal. 

¶ Peningkatan kapasitas penyuluh pajak di tingkat Kanwil memperbaiki 

penanganan pengajuan pengembalian pendahuluan. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Perencanaan kebutuhan data eksternal memerlukan pendekatan yang 

lebih sistematis dan berkesinambungan. 

¶ Penyempurnaan sarana dan prasarana TI masih perlu dilakukan untuk 

mendukung kegiatan penelitian dan pengawasan. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan koordinasi untuk pemerolehan data ILAP melalui PKS 

memastikan bahwa rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti tepat waktu. 

¶ Evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana TI membantu mitigasi risiko 

terkait keterbatasan teknologi dalam pengelolaan data perpajakan. 

¶ Peningkatan kapasitas penyuluh pajak memberikan mitigasi risiko terkait 

kesalahan prosedur dalam proses pengembalian pendahuluan. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 
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Kendala: 

¶ Ketersediaan data eksternal yang tidak terencana secara sistematis dan 

berkesinambungan menyulitkan pengelolaan data perpajakan. 

¶ Sarana dan prasarana TI yang belum memadai menghambat optimalisasi 

pemanfaatan data. 

¶ Pemanfaatan data perpajakan belum maksimal dalam kegiatan penelitian, 

pengawasan, dan penyelesaian sengketa perpajakan. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Menjalin kerja sama melalui PKS untuk memastikan ketersediaan data 

eksternal yang relevan. 

¶ Melakukan evaluasi sarana dan prasarana TI untuk memastikan 

dukungan teknologi yang memadai. 

¶ Memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas penyuluh pajak untuk 

memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan prosedur. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, 

hasil pengawasan itjen, dan hasil pengawasan KITSDA 

yang ditindaklanjuti tepat waktu. 

2025 

 

12. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 24 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 8a-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 
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II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 25 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 8a-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Uji Kompetensi Teknis (UKT) dan 

pelaksanaan assessment pegawai guna memastikan tingkat kompetensi 

sesuai standar yang diperlukan. 

¶ Melakukan pelaksanaan assessment pegawai sebagai langkah untuk 

mengevaluasi kecocokan antara kompetensi pegawai dengan jabatan 

yang diemban. 

¶ Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan assessment untuk 

memastikan proses berjalan dengan baik dan lancar. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 

Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan assessment dan UKT membantu menentukan tingkat 

kecocokan pegawai (Job Person Match) dan memastikan pemenuhan 

standar kompetensi. 

¶ Pemantauan data kompetensi melalui aplikasi SIKKA memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi terkait Jamlat pegawai. 

Kegagalan: 

¶ Materi UKT yang mencakup ketentuan perpajakan dan tidak hanya terkait 

tugas pokok pegawai saat menjabat menjadi tantangan bagi peserta ujian. 
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¶ Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Memberikan arahan dan petunjuk kepada pegawai yang akan mengikuti 

UKT untuk meningkatkan kesiapan dan hasil yang optimal. 

¶ Melibatkan Direktorat KITSDA untuk memastikan kelengkapan data JPM, 

assessment pegawai, dan kelulusan UKT Pelaksana. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pengusulan pegawai untuk mengikuti UKT dan assessment dilakukan 

secara terencana, memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. 

¶ Pemantauan data melalui aplikasi SIKKA mendukung efisiensi proses 

pengumpulan dan analisis data terkait Jamlat pegawai. 

¶ Koordinasi dengan Direktorat KITSDA mempermudah akses terhadap 

data kompetensi pegawai tanpa memerlukan tambahan sumber daya. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan UKT dan assessment membantu dalam menentukan tingkat 

kecocokan pegawai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

¶ Koordinasi dengan Direktorat KITSDA memastikan kelengkapan data 

kompetensi untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan SDM. 

Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Materi UKT yang mencakup ketentuan perpajakan perlu dievaluasi agar 

lebih relevan dengan tugas pokok pegawai untuk meningkatkan hasil UKT. 

¶ Mekanisme pemberian arahan kepada pegawai yang akan mengikuti UKT 

dapat ditingkatkan agar lebih efektif. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan assessment center untuk pejabat administrator memastikan 

bahwa pejabat yang menduduki jabatan telah memenuhi standar 

kompetensi yang diperlukan. 
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¶ Fasilitasi pelaksanaan assessment mendukung kelancaran proses dan 

mengurangi risiko keterlambatan atau hambatan administratif. 

¶ Memberikan petunjuk kepada pegawai yang akan mengikuti UKT 

membantu mengurangi risiko hasil yang tidak optimal. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Materi UKT yang melibatkan ketentuan perpajakan menambah 

kompleksitas bagi pegawai yang tidak secara langsung terlibat dalam 

bidang tersebut. 

¶ Belum semua pegawai memenuhi standar kompetensi yang ditentukan 

melalui JPM, assessment, UKT, atau Jamlat. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Memberikan arahan dan petunjuk kepada pegawai sebelum mengikuti 

UKT untuk meningkatkan kesiapan. 

¶ Melaksanakan assessment center untuk memastikan kecocokan 

kompetensi pegawai dengan jabatan yang diemban. 

¶ Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat KITSDA dan memanfaatkan 

data dari SIKKA untuk memastikan pengelolaan data kompetensi lebih 

terintegrasi. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Melaksanakan assessment center untuk pejabat 

administrator 

2. Memberikan arahan/petunjuk kepada pegawai yang 

akan melakukan UKT 

3. Memfasilitasi pelaksanaan assesment supaya bisa 

berjalan dengan baik dan lancar. 

2025 
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13. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 26 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 8b-N 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 27 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 8b-N 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) 

Triwulan IV Tahun 2024 untuk membahas realisasi kinerja organisasi dan 

rencana mitigasi risiko. 

¶ Melakukan koordinasi lintas subdirektorat di Direktorat P2Humas dan 

direktorat terkait guna mengevaluasi pelaksanaan DKRO tahun 2024. 

¶ Mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam penerapan 

manajemen kinerja dan manajemen risiko melalui evaluasi hasil DKRO. 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan 
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Keberhasilan: 

¶ Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada 

Triwulan IV tahun 2024 mencapai nilai total 50, menunjukkan pelaksanaan 

administrasi, pelaporan, dan mitigasi risiko yang sesuai target. 

¶ Penyelesaian rencana mitigasi risiko hingga Triwulan III memberikan 

kontribusi positif terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang efektif. 

Kegagalan: 

¶ Formula IKU Manajemen Kinerja yang kompleks menyulitkan pengelola 

kinerja dalam mengukur capaian tiap triwulannya. 

¶ Koordinasi antar subdirektorat dalam memenuhi unsur penilaian 

efektivitas DKRO belum berjalan secara optimal. 

Solusi Yang Telah Dilakukan: 

¶ Melaksanakan evaluasi pelaksanaan DKRO untuk mengidentifikasi 

kendala dan memperbaiki koordinasi lintas subdirektorat. 

¶ Mengusulkan kepada Bagian Organta untuk menyediakan kertas kerja 

atau contoh langsung terkait penghitungan formula IKU guna 

mempermudah pengelola kinerja. 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

¶ Pelaksanaan DKRO secara terstruktur mendukung efisiensi penggunaan 

waktu dan sumber daya manusia dalam mengevaluasi kinerja dan mitigasi 

risiko. 

¶ Koordinasi lintas subdirektorat memastikan bahwa sumber daya dari 

berbagai unit digunakan secara efektif untuk menyelesaikan unsur 

penilaian DKRO. 

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pendukung Keberhasilan: 

¶ Pelaksanaan DKRO Triwulan IV memberikan platform untuk membahas 

realisasi kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko secara menyeluruh. 

¶ Evaluasi pelaksanaan DKRO yang melibatkan berbagai subdirektorat 

meningkatkan efektivitas koordinasi dan identifikasi perbaikan. 
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Program yang Perlu Evaluasi: 

¶ Penyusunan formula IKU Manajemen Kinerja memerlukan 

penyederhanaan untuk mempermudah pengelola kinerja dalam mengukur 

capaian tiap triwulannya. 

¶ Koordinasi antar subdirektorat perlu ditingkatkan untuk memastikan 

semua unsur penilaian DKRO terpenuhi secara optimal. 

E. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 

¶ Pelaksanaan rencana mitigasi risiko sesuai jadwal memberikan kontribusi 

pada peningkatan efektivitas manajemen risiko. 

¶ Evaluasi DKRO secara berkala memastikan bahwa langkah-langkah 

perbaikan terus dilakukan berdasarkan hasil rapat. 

¶ Koordinasi dengan subdirektorat terkait mendukung mitigasi risiko 

keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan manajemen risiko. 

F. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala: 

¶ Formula IKU Manajemen Kinerja yang kompleks menyulitkan pengelola 

kinerja untuk mengukur capaian triwulanan dengan tepat. 

¶ Koordinasi antar subdirektorat yang belum optimal menyebabkan 

beberapa unsur penilaian DKRO kurang maksimal. 

Langkah Yang Telah Diambil: 

¶ Melakukan evaluasi pelaksanaan DKRO dan melibatkan berbagai 

subdirektorat untuk memperbaiki koordinasi dan efektivitas rapat. 

¶ Mengusulkan kepada Bagian Organta untuk menyediakan panduan 

penghitungan formula IKU guna mempermudah pengelola kinerja. 

A. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Menindaklanjuti usulan rekomendasi rencana aksi dari 

hasil rapat DKRO dan rencana mitigasi risiko yang 

selesai dilaksanakan 

2025 
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2. Memproses Rencana Mitigasi Risiko yang sudah 

direncanakan 

 

14. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. 

I. Target, Realisasi, & Capaian Tahun 2024 

Tabel 3 28 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktur P2Humas Tahun 2024 9a-CP 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 

 

II. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Y-1 s.d Y-4 

Tabel 3 29 Perbandingan Capaian Y-1 s.d Y-4 IKU 9a-CP 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

III. Penjelasan, Analisis Pendukung, dan Rencana Aksi Selanjutnya 

 

A. Upaya-Upaya Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian 

Target Kinerja. 

¶ Melakukan pergeseran (revisi) anggaran sesuai kebutuhan sehingga 

anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal; 

¶ Melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola keuangan di 

lingkungan Direktorat P2Humas melalui grup Whatsapp terkait informasi 

keuangan dan anggaran; 

¶ Melakukan monitoring realisasi pencairan anggaran Direktorat P2Humas 

secara real time melalui sharepoint; dan  
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¶ Menyampaikan Laporan Data Penyerapan Anggaran yang ditandatangani 

Direktur setidaknya setiap triwulan melalui Nadine. 

 

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan. 

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 khususnya untuk Triwulan IV 

dipengaruhi oleh penambahan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan 

Edukasi CoreTax DJP kepada Wajib Pajak yang pertanggungjawaban 

anggarannya berada di Direktorat P2Humas. dimana diperlukan adanya 

koordinasi yang baik antara Direktorat P2Humas dengan unit vertikal di 

seluruh Indonesia berkaitan dengan proses reimbursement tagihan atas 

Kegiatan Edukasi CoreTax DJP tersebut. 

 

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 juga dipengaruhi oleh adanya 

kebijakan yang disampaikannya melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat 

Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPDJP nomor ND.KPA-

432/PJ.01/2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja 

Perjalanan Dinas Satuan Kerja Kantor Pusat DJP TA 2024 tanggal 11 

November 2024, yang menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor 

S1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah 

Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 

2024, terhadap belanja perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50% 

(lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 

2024 terhitung sejak surat menteri tersebut ditetapkan. Dengan adanya 

kebijakan tersebut, dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja anggaran 

telah dilakukan berbagai penyesuaian kegiatan sehingga target tetap dapat 

tercapai.  

 

D. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah 

Disusun Dalam Pencapaian Kinerja. 

Mitigasi risiko dalam pencapaian target penyerapan yang menjadi salah 

satu indikator IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 

perlunya perencanaan kegiatan dan prognosa anggaran yang baik untuk 

tahun berjalan terutama pada Triwulan I karena pada saat itu kegiatan masih 
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dalam tahap persiapan dan belum banyak dilakukan realisasi penyerapan 

anggaran. Rencana aksi dalam penyusunan dan perencanaan anggaran 

tahun 2024 dilakukan dengan baik sehingga pada Triwulan I tahun 2024 target 

IKU tetap tercapai dengan berbagai penyesuaian kegiatan di Direktorat 

P2Humas.  

 

E. Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk 

Mengatasi Kendala 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 salah 

satunya yaitu berkaitan dengan proses penyelesaian reimbursement tagihan 

atas Kegiatan Edukasi CoreTax DJP kepada Wajib Pajak, dimana perlu 

adanya koordinasi yang sangat baik antara  Direktorat P2Humas dengan 

seluruh satuan kerja vertikal DJP. Keterbatasan waktu dan sumber daya 

dibandingkan dengan jumlah tagihan yang perlu diselesaikan menjadi 

tantangan tersendiri dalam pelaksanaan anggaran di Triwulan IV tahun 2024. 

Hal ini juga berkaitan pada ketepatan antara prognosa penyerapan anggaran 

yang telah disiapkan untuk kegiatan tersebut dengan realisasi penyerapan 

anggaran yang akan berpengaruh pada realisasi IKU di tahun 2024. Langkah-

langkah yang telah diambil untuk memitigasi risiko tersebut yaitu dengan 

dibentuknya Satuan Tugas Administrasi Keuangan Kegiatan Edukasi CoreTax 

DJP kepada Wajib Pajak; melakukan koordinasi yang intens kepada seluruh 

satuan kerja vertikal DJP; serta pengawasan yang baik terhadap proses 

administrasi keuangan di Direktorat P2Humas agar dapat mencapai target 

yang telah ditentukan. 

 

F. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian Iku Dengan 

Memperhatikan Gender Equality, Disabilty, And Social Inclusion (Gedsi) 

Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik 

Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat 

Pelaksanaan anggaran di Direktorat P2Humas telah memperhatikan 

faktor Responsif Gender dengan adanya kegiatan Pajak Berisyarat yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rencana aksi berupa 

kegiatan Bussiness Development Program dengan teman tuli di seluruh 

Kantor Wilayah dengan menggandeng rekan professional di bidangnya, 

seperti ahli poto produk, ahli marketing dan lain sebagainya, serta tetap 
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menjalin kerja sama yang baik dengan Komite Nasional Disabilitas, sebagai 

mitra kegiatan Pajak Berisyarat. 

G. Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana Aksi Periode 

1. Merencanakan kegiatan untuk Triwulan I 2025 dengan 

lebih seksama dengan mempertimbangkan target 

trajectory triwulanan (Triwulan I sebesar 15%) 

2. Melaksanakan rapat koordinasi pengelola keuangan rutin 

bulanan terkait kepatuhan capaian anggaran. 

3. Melakukan monitoring atas capaian output yang telah 

ditargetkan. 

4. Mempercepat proses penyerapan anggaran. 

5. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan 

pengelola keuangan di lingkungan Direktorat P2humas. 

2025 

 

B. Realisasi Anggaran 

 Pada awal tahun 2024, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat menerima alokasi anggaran sebesar Rp23.888.446.000. Selanjutnya, 

dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp9.040.463.000 yang difokuskan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis, yaitu Edukasi CoreTax DJP 

kepada Wajib Pajak, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja vertikal DJP. 

Tambahan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan literasi 

perpajakan di kalangan Wajib Pajak melalui sinergi antarunit kerja. Dengan 

demikian, total anggaran hingga akhir tahun 2024 menjadi Rp32.928.909.000. 

Penggunaan anggaran tersebut terbukti optimal, dengan pencapaian Indikator 

Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) sebesar 

99,19%, yang melampaui target awal sebesar 91,0%. Hal ini menunjukkan 

efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung program 

penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi IKU Indeks Kinerja 

Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat tahun 2024 dihitung dari beberapa aspek dan indikator 

sebagaimana Gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3. 1 Aspek & Indikator IKU IKKPA 2024 

Sumber: Dokumen Staf Keuangan Subbagian TU. 

 

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Revisi Halaman III DIPA tidak 

diperhitungkan pada satuan kerja (Satker). Selain itu, Indikator Kinerja 

Pengelolaan UP dan TUP serta Dispensasi SPM hanya diperhitungkan pada 

Bagian Keuangan KPDJP. Untuk perhitungan Indikator Kinerja Utama 

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) pada Triwulan IV, rumus 

perhitungan yang digunakan adalah gabungan dari 50% angka SMART dan 50% 

nilai IKPA Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

(P2Humas). Angka SMART untuk Direktorat P2Humas mengikuti angka yang 

ditetapkan oleh unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), yang 

datanya tercantum dalam tabel 3.30 dibawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

penghitungan IKU PKPA dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja terukur 

dari SMART dan pengelolaan IKPA yang terstandarisasi.  

Tabel 3 30 Realisasi Nilai IKPA & SMART Triwulan IV Tahun 2024 

 

Sumber: Dokumen DKRO Triwulan IV P2Humas Tahun 2024 
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C. Capaian Kinerja Lainnya 

1. Penghargaan yang terima dari institusi/lembaga di luar Direktorat Jenderal 

Pajak selama tahun 2024. 

Tabel 3 31 Penghargaan yang diterima selama 2024. 

No. Penghargaan Kategori 
Institusi 

Pemberi 
Tanggal 

1. 

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

Tingkat I 

PPID Tingkat I 

Informatif 

Kementerian 

Keuangan 

6 Agustus 

2024 

2. 

ISO 22301:2019 Sistem 

Manajemen 

Keberlangsungan Bisnis 

Sistem Manajemen 

Keberlangsungan 

Bisnis DJP 

T¦V S¦D 
26 Februari 

2024 

3. 

Bronze Winner PR 

Indonesia Awards (PRIA) 

2024 

Kategori Manajemen 

Krisis, Subkategori 

Krisis dan 

Pascakrisis 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

4. 

Bronze Winner PR 

Indonesia Awards (PRIA) 

2024 

Kategori Owned 

Media, Video Profile 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

5. 

Silver Winner PR 

Indonesia Awards (PRIA) 

2024 

Kategori Kanal 

Digital, Subkategori 

Aplikasi,Aplikasi 

Renjani  

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

6. 

Silver Winner PR 

Indonesia Awards (PRIA) 

2024 

Kategori Laporan 

Tahunan, 

Subkategori Annual 

Report 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

7. 
Gold Winner PR Indonesia 

Awards (PRIA) 2024 

Kategori Kanal 

Digital, Subkategori 

Media Sosial, Media 

Sosial Tiktok 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

8. 
Gold Winner PR Indonesia 

Awards (PRIA) 2024 

Kategori Kanal 

Digital, Subkategori 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 
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Media Sosial, Media 

Sosial Instagram 

9. 
Platinum Winner PR 
Indonesia Awards (PRIA) 
2024 

Sektor Kementerian 

Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian 

Keuangan RI 

PR 

Indonesia 

7 Maret 

2024 

10. 

Gold Winner Serikat 

Perusahaan Pers (SPS) 

Awards 2024 

Kategori Media 

Sosial Institusi 

Terbaik 

Serikat 

Perusahaan 

Pers  

30 April 

2024 

11. 

Gold Winner Indonesia 

DEI & ESG Awards 

(IDEAS) 2024 

Kategori Diversity, 

Equity, & Inclusion 

(DEI) Keberpihakan  

Terhadap Disabilitas 

PR 

Indonesia 

26 Juli 

2024 

12. 

Direktur Jenderal Pajak, 

Suryo Utomo. 

Penghargaan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Men-PANRB) 

Kategori ASN Terbaik 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya Terbaik 

Tahun 2023 

Kementerian 

Pendayagun

aan Aparatur 

Negara dan 

Reformasi 

Birokrasi 

(Men-

PANRB 

27 Agustus 

2024 

13. 
Dwi Astuti. Penghargaan 

Kartini Humas 2024 

Kategori Gen X, 

Environment, Social, 

Government (ESG) 

PR 

Indonesia 

30 Agustus 

2024 

14. 

Dian Anggraeni. 

Penghargaan Kartini 

Humas 2024 

Kategori Gen X, 

Education 

PR 

Indonesia 

30 Agustus 

2024 

15. 

Rice Wandansari Amir. 

Penghargaan Kartini 

Humas 2024 

Kategori Gen X, 

Environment, Social, 

Government (ESG) 

PR 

Indonesia 

30 Agustus 

2024 

16. 

Rima Budiarti. 

Penghargaan Kartini 

Humas 2024 

Kategori Gen 

Milenial, Education 

PR 

Indonesia 

30 Agustus 

2024 
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17. 

Bronze Winner Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 

Awards 2024 

Digital, Subkategori 

Media Sosial, Media 

Sosial Twitter 

PR 

Indonesia 

11 Oktober 

2024 

18. 

Silver Winner Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 

Awards 2024 

Digital, Subkategori 

Media Sosial, Media 

Sosial LinkedIn 

PR 

Indonesia 

11 Oktober 

2024 

19. 

Silver Winner Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 

Awards 2024 

Digital, Subkategori 

Media Sosial, Media 

Sosial Instagram 

PR 

Indonesia 

11 Oktober 

2024 

20. 

Gold Winner Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 

Awards 2024 

Kategori Owned 

Media, E-Magazine 

INTAX Edisi 2/2024 

PR 

Indonesia 

11 Oktober 

2024 

21. 

Gold Winner Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 

Awards 2024 

Kategori Owned 

Media, E-Magazine 

INTAX Edisi 4/2024 

PR 

Indonesia 

11 Oktober 

2024 

Sumber: Dokumentasi Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan. 
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I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I 

Pada tahun 2024, Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali 

meraih penghargaan bergengsi dengan 

kategori Informatif. DJP terpilih sebagai salah 

satu dari sepuluh PPID Tingkat I di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang berhasil meraih 

predikat ini pada tahun 2024. Penghargaan 

tersebut diterima oleh Ibu Dwi Astuti, Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat sekaligus PPID Tingkat I DJP, 

sebagai bentuk apresiasi atas upaya luar biasa 

dalam menyediakan informasi publik secara 

proaktif, akurat, dan transparan. 

Kategori Informatif merupakan predikat 

tertinggi yang diberikan kepada Badan Publik 

yang menunjukkan komitmen tinggi dalam 

penyediaan informasi publik yang benar dan 

tepat waktu, serta menunjukkan inovasi dalam 

cara penyampaian informasi tersebut kepada 

Masyarakat Penghargaan ini diserahkan dalam 

rangkaian Seminar Keterbukaan Informasi 

Publik Tahun 2024 dengan tema ñTransparansi 

Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinanò, 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Agustus 2024 

di Jakarta. 
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2. Daftar kunjungan (benchmark) ke Direktorat Jenderal Pajak 

Tabel 3 32 Benchmark ke DJP selama Tahun 2024. 

No. Institusi Tanggal Keterangan 

1. 
Tanzania Revenue 

Authority (TRA) 

21-27 April 

2024 

Study visit ke Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) untuk 

mempelajari tax intelligence 

di DJP. 

2. 

The General Department 

of Taxation of Vietnam 

(GDT of Vietnam) 

20-22 Mei 

2024 

Study visit ke DJP dan Badan 

Penerimaan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta untuk 

penyusunan ketentuan Law 

on Real Estate. 

3. 

The General Department 

of Taxation of Cambodia 

(GDT of Cambodia) 

11-12 Juni 

2024 

Study visit ke DJP untuk 

mempelajari kebijakan, 

hukum dan ketentuan, IT 

support system, manajemen 

administrasi, praktik 

pelaksanaan, dan tantangan 

dalam pelaksanaan ketentuan 

pajak orang pribadi. 

4. 

Public Interest and 

Accountability 

Committee (PIAC) 

Republik Ghana 

30 Juli 2024 

Study visit untuk mempelajari 

revenue management 

framework Indonesia dalam 

penerimaan minyak dan gas 

(MIGAS). 

5 
PT Bank Mandiri 

(Persero) 
29 Mei 2024 

Study Visit dan Sharing 
Knowledge 
Aplikasi Livin' By Mandiri 

6 
PT Bank Mandiri 

(Persero) 

12 Agustus 

2024 

Studi Banding Penanganan 
Kasus Penipuan yang 
Mengatasnamakan DJP 

7 

Direktorat Jenderal 

Imigrasi, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik 

Indonesia 

15 Agustus 

2024 

Studi banding dan diskusi 

User Interface/User 

Experience (UI/UX) 
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8 

Direktorat Gratifikasi dan 

Pelayanan Publik, 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi 

3 September 

2024 

Studi Banding Penulisan 

Buku Gratifikasi dalam 

Perspektif Agama 

9 
PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) 

18 s.d. 19 

Oktober 2024 

Studi banding rancang 
bangun manajemen 
komunikasi strategis ke PT 
KAI (Persero) 

10 
PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) 

24 Oktober 

2024 

Studi banding rancang 
bangun manajemen 
komunikasi strategis ke PT 

Bank Negara Indonesia 

(Persero) 

Sumber: Dokumentasi Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan. 

 

I.  Study Visit yang dilakukan oleh 

Tanzania Revenue Authority 

(TRA) ke Direktorat Jenderal 

Pajak pada tahun 2024 akan 

dilaksanakan pada tanggal 21 

hingga 27 April 2024 di Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 

dengan fokus pembahasan 

mengenai intelijen pajak di DJP. 

Delegasi yang hadir dari TRA 

berjumlah 8 (delapan) orang, 

yang dipimpin langsung oleh Mr. 

Alphayo J. Kidata, Commissioner 

General Tanzania Revenue 

Authority. 

II. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

menerima kunjungan studi 

banding dari General Department 

of Taxation Vietnam (GDT of 

Vietnam) untuk membahas 

perpajakan dalam sektor real 

estat. Kegiatan ini 
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diselenggarakan dengan kerja sama antara DJP dan Kantor Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta pada 20-21 Mei 2024, 

di dua lokasi, yakni Kantor Pusat DJP dan Kantor Bapenda DKI Jakarta. 

Delegasi GDT of Vietnam yang dipimpin oleh Hoang Thi Ha Giang, Deputy 

Director of Tax Policy Department, disambut oleh pejabat DJP dan Bapenda, 

Leli Listianawati (Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan 

Internasional), Ari Djunaedi (Kepala Subdit Peraturan Pajak Bumi dan 

Bangunan), Sarwa Edi (Kepala Subdit Penilaian II), dan Morris Danny Siregar 

(Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Provinsi Daerah 

Khusus Jakarta).  

 

III. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima kunjungan studi banding dari 

General Department of Taxation 

Cambodia (GDT of Cambodia) untuk 

membahas perpajakan orang pribadi. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 11-12 

Juni 2024 di dua lokasi, yaitu Kantor 

Pusat DJP dan KPP Pratama Jakarta 

Kebayoran Baru Satu. Delegasi GDT 

of Cambodia, yang terdiri dari 7 orang 

dan dipimpin oleh Sok Chhieng, 

Deputy Director of Department of Law, 

Tax Policy, and International Tax 

Cooperation, disambut oleh Mekar 

Satria Utama (Direktur Perpajakan Internasional), Leli Listianawati (Kepala 

Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional), Budi Wiyanto 

(Kepala Subdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), 

Arman Imran (Kepala Subdit Resiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data), 

serta Priyono (Pelaksana Harian Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran 

Baru Satu).  
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IV. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima kunjungan studi banding dari 

Lembaga Public Interest and 

Accountability Committee (PIAC) 

Republik Ghana untuk mempelajari 

revenue management framework 

Indonesia dalam penerimaan minyak 

dan gas. Kegiatan ini diselenggarakan 

di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2024. 

 

 

  



 

78 

 

3. Narasi Kinerja lainnya selama tahun 2024. 

I. KAMPANYE SIMPATIK PERPAJAKAN SPECTAXCULAR TAHUN 2024 

Pada tanggal 14 Juli 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan 

Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular Tahun 2024 secara luring. 

Spectaxcular dilaksanakan bertepatan dengan hari pajak yang berlokasi di 

Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Spectaxcular merupakan kegiatan 

Kampanye Simpatik Perpajakan Tahunan DJP yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat.  

Penyelenggaraan Spectaxcular Tahun 2024 sekaligus sebagai ajang 

memperingati Hari Pajak Tahun 2024. Tema yang diusung adalah Run For 

Revenue. Tema Run For Revenue diharapkan mampu menjaga komitmen para 

pegawai DJP agar terus bergerak maju, cepat, dan efisien menuju pencapaian 

penerimaan. 

Agenda utama yang diusung adalah lomba lari dengan dengan melibatkan 

komunitas lari yang berasal dari DJP Run, Kemenkeu Run, ASN Run, dan 

Himbara Run. Lomba lari diperuntukkan peserta dari DJP Run, Kemenkeu, Run, 

ASN Run, dan Himbara Run dengan jumlah kuota pelari 2000 orang. Lomba lari 

dalam Spectaxcular bukan hanya kompetisi fisik, tetapi juga sarana untuk 

menyampaikan pesan penting tentang manfaat pajak bagi masyarakat.  

Dalam kampanye ini, setiap peserta akan mengenakan kaos lari yang 

mencantumkan pesan ñPajak, semua dapat manfaatnyaò. Pelari akan menempuh 

jarak 6 kilometer di dalam komplek Gelora Bung Karno (GBK). Selain itu, bagi 

para pejabat dan undangan lain, panitia menyediakan rute sejauh 3 kilometer. 

Rute tersebut dapat dijalani dengan berlari pelan atau jalan kaki. 

Spectaxcular dilaksanakan oleh DJP berkolaborasi dengan bank-bank 

nasional di Indonesia, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun 

tamu undangan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular Tahun 2024 yaitu 

sebagai berikut: 

A. Internal: 

a. Menteri Keuangan 

b. Wakil Menteri Keuangan 
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c. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Sekretaris 

Jenderal Kementerian Keuangan, para Direktur Jenderal dan 

Inspektur Jenderal, Kepala Badan, para Staf Ahli Menteri Keuangan, 

para Staf Khusus Menteri Keuangan), Kepala Lembaga National 

Single Window, Direktur Utama BUMN di lingkungan Kementerian 

Keuangan, Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) di 

lingkungan Kementerian Keuangan  

d. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 

e. Pejabat Eselon II di Lingkungan KPDJP 

f. Kepala Kantor Wilayah DJP di Lingkungan DKI Jakarta, Banten, Jawa 

Barat II, dan Jawa Barat III 

B. Eksternal:  

a.  Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

b.  Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

c.  Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

d.  Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

e.  Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia 

f.  Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 

g.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 

h.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

i.  Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh 

Indonesia 

j.  Pemimpin Redaksi Media Massa 

k.  Perwakilan Lembaga Donor 

Pada kegiatan tersebut, disediakan tenda VVIP dan VIP untuk para tamu 

undangan yang berfungsi untuk tempat berkumpul dan mengikuti jalannya acara. 

Tenda VVIP untuk Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I Kemenkeu, Direktur 

Utama Perbankan dan VIP untuk Pendamping Direktur Perbankan dan pejabat 

eselon II DJP. Selain itu, disediakan juga restoran di Ecodec By Pelataran 

selepas acara untuk ramah tama untuk tamu undangan VVIP dan VIP. Restoran 

Ecodec juga menyediakan smooking room. 

Berikut ini dokumentasi Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 

Tahun 2024:  
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II. EDUKASI PERPAJAKAN KEPADA GENERASI MUDA YANG MASSIVE 

MELALUI PAJAK BERTUTUR 

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melangsungkan kegiatan Pajak Bertutur 

tahun 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor 

Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat dan secara serentak dilaksanakan di 

seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia yaitu 34 Kantor 

Wilayah DJ, 352 Kantor Pelayanan Pajak, 204 KP2KP. Kegiatan ini dihadiri oleh 

peserta sebanyak 28.186 pelajar dan mahasiswa termasuk peserta dari siswa 

disabilitas. 

Pajak Bertutur tahun 2024 mengusung tema ñLampaui Batas, Bangkit untuk 

Indonesia Emasò dengan harapan agar para pelajar sebagai generasi emas 

memiliki semangat untuk terus berprestasi. Pajak bertutur pertama kali diadakan 

pada tahun 2017 dan tahun ini merupakan kali kedelapan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan dengan menanamkan kesadaran pajak 

kepada seluruh pelajar secara massive dan berkesinambungan. Pajak bertutur 

merupakan salah satu kegiatan edukasi perpajakan dan bagian integral dalam 

program inklusi perpajakan yang dituangkan ke dalam kurikulum perpajakan. 

Pelaksanaan pajak bertutur di Kanwil DJP Kalimantan Barat dihadiri oleh 

Gubernur Kalimantan Barat beserta unsur Forkopimda Kalimantan Barat, 

perwakilan Australian Taxation Office (ATO), dosen, guru, mahasiswa dan siswa 

yang berasal dari Kalimantan Barat. 
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Dokumentasi Kegiatan Pajak Bertutur Tahun 2024. 
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III. INTERNATIONAL TAX CONFERENCE 2024 

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan International Tax Conference 

2024 dengan tema ñTaxation Towards an Advanced Economy in the Era of Digital 

Innovation and Global Fragmentationò pada 6 November 2024 di Auditorium 

Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP. Agenda utama kegiatan tersebut adalah 

sesi panel dari narasumber yang merupakan expertise di bidang perpajakan dari 

internal DJP dan dari luar negeri.  

Sesi panel pertama membahas mengenai Taxation Towards Digital 

innovative Era dengan narasumber Mr. Yon Arsal - Assistant to the Minister for 

Tax Compliance Affairs and Chief Editor of Scientax Journal yang membahas 

Tax Reform in Indonesia, Mr. Hosoda Akira - Certified Public Tax Accountant 

(Member of IJTS) yang membahas Effective Taxation Documents through The 

Use of BigData (Pilot Project JICA-DGT), dan Prof. Dr. Torsten Schmidt - Head 

of the Macroeconomics and Public Financeô Department of RWI yang membahas 

VAT as a Means for RedistributionðEvidence from Indonesia.  

Sementara itu pada sesi panel kedua membahas Taxation Towards Global 

Fragmentation Era dengan narasumber Mr. Kobayashi Masahiko - Certified 

Public Tax Accountant (Secretary General of IJTS) yang membahas Japan 

Recent Challenges on Taxation of Cross-border Transaction, Mr. Carlos 

Gutierrez yang membahas The Pillar Two Implementation by developing 

countries and the impact it may have in their tax system and foreign direct 

investment, dan Mr. Grant Leader ï Senior ATO Advisor ï Prospera yang 

membahas Implementation of a Global and Domestic Minimum Tax ï the 

Australia Experience. 

Selain itu, di akhir kegiatan diumumkan pemenang lomba International 

Taxation Call for Paper 2024 sekaligus penyerahan penghargaan kepada 

pemenang oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 
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Dokumentasi International Tax Conference 2024. 

 

  

  

  
   

IV. Optimalisasi Situs Edukasi Pajak: Inovasi Digital untuk Layanan 

Edukasi yang Lebih Efektif 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

62/PJ/PJ.09/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Hubungan Masyarakat, Direktorat P2Humas menetapkan Pengembangan 

Layanan Edukasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini dirancang untuk 

memastikan keberadaan kanal edukasi yang tangguh, didukung oleh sistem 

informasi manajemen edukasi yang modern, responsif, dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di era digital.   
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Salah satu fokus utama dalam strategi ini adalah pengkinian situs 

edukasi.pajak.go.id, yang merupakan portal resmi DJP untuk edukasi 

perpajakan. Namun, situs ini masih memiliki keterbatasan dalam 

mengakomodasi berbagai program edukasi perpajakan secara menyeluruh. Saat 

ini, kontennya lebih banyak berorientasi pada inklusi kesadaran pajak di 

pendidikan formal, sementara sejumlah program inovatif lainnya belum 

mendapatkan ruang optimal.   

Agar situs edukasi.pajak.go.id dapat menjadi portal edukasi perpajakan 

yang menarik dan interaktif, diperlukan pembaruan desain yang relevan dengan 

tren terkini dalam aspek User Interface (UI) dan User Experience (UX). Desain 

yang modern tidak hanya akan meningkatkan daya tarik visual tetapi juga 

memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses 

modul-modul edukasi. Versi penuh dan mobile website dari situs ini harus 

dirancang untuk memberikan pengalaman yang seamless, menarik, dan inklusif.   

Manfaat Pengkinian Situs   

1. Meningkatkan Minat Pengunjung   

Dengan tampilan yang lebih modern dan menarik, situs ini diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.   

2. Kemudahan Akses   

Pengkinian desain akan mempermudah pengguna dalam menjelajahi situs, 

menemukan informasi yang relevan, dan mempelajari materi perpajakan 

dengan lebih efektif.   

3. Kenyamanan Pengguna   

Desain baru akan menciptakan pengalaman yang lebih nyaman, sehingga 

pengguna merasa betah dan termotivasi untuk kembali mengakses situs.   

Modul yang Dikembangkan   

Untuk mendukung transformasi ini, sejumlah modul edukasi akan diperbarui, 

antara lain:   

1. Modul Inklusi Pajak   

2. Modul Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani)   

3. Modul Ruang Belajar Pajak   

4. Modul Anjangsana Edukasi   

5. Modul Kunjungan Perpustakaan DJP   
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6. Modul Anak Usia Dini   

Dengan pengembangan ini, edukasi.pajak.go.id diharapkan mampu 

menjadi portal edukasi perpajakan yang tidak hanya informatif, tetapi juga 

inspiratif, menarik, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Optimalisasi ini 

akan menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran pajak yang lebih kuat, 

dimulai dari edukasi yang terstruktur, modern, dan sesuai kebutuhan zaman. 

Dokumentasi Pengayaan Portal Edukasi DJP. 
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